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Tanggal Efektif : 24 Agustus 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 25 Agustus 2022
Masa Penawaran Umum : 22 Agustus 2022 Tanggal Distribusi Sukuk ljarah secara Elektronik : 25 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan : 23 Agustus 2022 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 26 Agustus 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA
TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INTILAND DEVELOPMENT TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
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PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk

Kegiatan Usaha Utama :
Bergerak dalam bidang Pengembangan Real Estat dan Properti
Kantor Pusat
Intiland Tower, lantai Penthouse, JI. Jend.Sudirman 32, Jakarta 10220
Telp.: +62 21 570 1912 / 570 8088, Fax.: +62 21 570 0014 / 5700015
www.intiland.com
info@intiland.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN 1”)

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN | INTILAND DEVELOPMENT TAHAP | TAHUN 2021
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN | INTILAND DEVELOPMENT TAHAP Il TAHUN 2022 (“SUKUK IJARAH”)
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Sukuk ljarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan ljarah. Sukuk ljarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk
ljarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Jumlah Sisa Imbalan ljarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp250.000.000.000, -
(dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebesar Rp26.250.000.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun
atau equivalen sebesar 10,50% per tahun. Jangka waktu Sukuk ljarah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan ljarah secara penuh (bullet
payment) sebesar 100% (seratus persen) dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 25 Agustus 2025. Cicilan Imbalan ljarah dibayarkan setiap triwulanan
(3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah pertama akan dilakukan pada tanggal 25 November 2022, sedangkan pembayaran
Cicilan Imbalan ljarah terakhir dan Sisa Imbalan ljarah dilakukan pada tanggal jatuh tempo.

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN | INTILAND DEVELOPMENT TAHAP 1Il DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK IJARAH INI DUJAMIN OLEH JAMINAN KHUSUS BERUPA SEBIDANG TANAH ATAS NAMA PT GRANDE FAMILY VIEW YANG TERLETAK DI SURABAYA UNTUK
KEPENTINGAN PEMEGANG SUKUK IJARAH MELALUI WALI AMANAT, DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 120% DARI SISA IMBALAN
IJARAH, YANG AKAN DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA. AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN (APHT) AKAN DITANDATANGANI
SELAMBAT-LAMBATNYA 3 BULAN SEJAK TANGGAL EMISI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN
INI.
PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN
DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN
AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP OPERASIONAL ENTITAS ANAK AKIBAT MELEMAHNYA DAYA BELI
MASYARAKAT INDONESIA. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT KREDIT RATING INDONESIA, YAITU
irA- (SINGLE A MINUS)
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

Sucor Sekuritas SHINHAN
PT SUCOR SEKURITAS PT SHINHAN gEKURITAé INDONESIA
WALI AMANAT

PT Bank Mega Thk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2022




PT Intiland Development Tbk, selanjutnya disebut Perseroan, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada
Otoritas Jasa Keuangan (“0OJK”) dalam rangka Penawaran Umum Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development
Tahap | Tahun 2021 melalui surat 047/Intiland/CS/ANP-PHH/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 perihal Surat Pengantar
untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ljarah Berkelanjutan I Intiland
Development Tahap | Tahun 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut
“UUPM”). Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ljarah Berkelanjutan | telah mendapatkan pernyataan Efektif dari
OJK berdasarkan surat No. S-140/D.04/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Sukuk ljarah pada PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek”) sesuai dengan
Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk No. S-03838/BEI.PP1/06-2021 tanggal 8 Juni 2021. Apabila syarat-syarat
pencatatan Sukuk ljarah di Bursa Efek tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan
yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk ljarah dan Peraturan No. IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya
atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi
Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau
membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini
tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk ljarah.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk ljarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum
ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM SUKUK UJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU
PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA
MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI
PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-
UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI
LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAIJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK
TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP
SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO.15/P0OJK.04/2015
TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN WAIJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI SUKUK IJARAH KEPADA
OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR
SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK
IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/P0JK.04/2020.
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DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi

Agen Pembayaran

Akad ljarah

Akad Wakalah

Bank Kustodian

Bapepam dan LK

Bursa Efek

Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka | UUPM, yaitu:

(@) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

(b) hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris
dari pihak tersebut;

(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih
anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama;

(d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung
maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

(f)  hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta
Selatan, yang telah ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang
berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan ljarah
dan/atau Sisa Imbalan ljarah beserta Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan (jika ada) dan hal-hal lainnya sehubungan dengan Sukuk ljarah
kepada Pemegang Sukuk ljarah untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen
Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan sebagaimana diatur dalam
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk ljarah, dengan memperhatikan ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas Objek ljarah dalam
waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan atas Objek ljarah sehubungan dengan Penawaran
Umum Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development Tahap Il Tahun 2022
sebagaimana dituangkan dalam Akad ljarah tanggal 27 Juli 2022, yang dibuat
dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan Wali
Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk ljarah dengan memenuhi ketentuan
dalam POJK No. 53/2015.

Berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat pemberian
kuasa khusus (wakalah) dari Wali Amanat kepada Perseroan atas Objek ljarah
sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland
Development Tahap Il Tahun 2022, sebagaimana dituangkan dalam Akad
Wakalah tertanggal 27 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup
dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015.

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan
kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Pasar Modal.

Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari
Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005
tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang sekarang hak dan
kewajibannya dilanjutkan Otoritas Jasa Keuangan.

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana
untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek di antara para pihak lain
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dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini
diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berarti jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk
ljarah kecuali Sukuk ljarah yang dimiliki oleh Perseroan sebagai imbalan atas
manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad ljarah, yang
pembayarannya akan dilakukan setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan
liarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSElI yang memuat keterangan tentang
kepemilikan Sukuk oleh seluruh Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening di
KSEl yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk
ljarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau
Pemegang Sukuk ljarah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang
Rekening kepada KSEI.

Berarti dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta
mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang
melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

Berarti Pernyataan Penawaran Umum Sukuk ljarah, Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah, Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk ljarah, Perjanjian Penjaminan
Emisi Sukuk ljarah, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Surat
Berharga Syariah di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk ljarah, Informasi
Tambahan dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum
Sukuk ljarah ini.

Berarti dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Jaminan yang
diberikan oleh Emiten dan/atau Pemberi Jaminan kepada Pemegang Sukuk
ljarah dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta
semua perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya yang sah yang
dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, dengan
memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11
Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial,
saham, sukuk, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif,
Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 5 UUPM, termasuk Sukuk ljarah ini.

Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar

modal dan peraturan pelaksanaannya yang:

a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;

b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
dan/atau

c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya;

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Berarti telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai
ketentuan angka 4 Peraturan Nomor : IX.A.2 yaitu:
a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:

i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran
diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang
ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau



Emisi

Entitas Anak

Entitas Asosiasi

Force Majeure

Hari Bursa

Hari Kalender

Hari Kerja

Imbalan ljarah

Informasi Keuangan

Informasi Tambahan

Kompensasi Kerugian
Akibat Keterlambatan

Al
X

mtiland

ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang
disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
b. atas dasar penyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan
dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Berarti tindakan menerbitkan Sukuk ljarah oleh Perseroan yang selanjutnya
ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat.

Berarti perseroan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh
Perseroan dengan jumlah kepemilikan 50% (lima puluh persen) atau lebih yang
laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan
pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (dan disebut juga
sebagai Anak Perusahaan).

Berarti perusahaan di mana Perseroan mempunyai pengaruh yang signifikan,
namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui
partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan
operasional investee.

Berarti kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan
kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran,
perang atau huru hara di Indonesia, adanya suatu pandemi atau menyebarnya
wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang mempunyai
akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk
memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek
menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang
berlaku dan ketentuan Bursa Efek tersebut.

Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender tanpa kecuali, termasuk hari
Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia.

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Hari Kerja biasa yang karena
suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai
bukan Hari Kerja biasa.

berarti semua jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan oleh Perseroan
kepada Pemegang Sukuk ljarah sehubungan dengan Emisi berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah serta perjanjian-perjanjian lainnya
yang berhubungan dengan Emisi ini, yang berupa Cicilan Imbalan ljarah, Sisa
Imbalan ljarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang
harus dibayar oleh Perseroan dari waktu ke waktu.

Berarti merupakan angka-angka konsolidasian dan disajikan dalam jutaan
Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam
rangka Penawaran Umum Sukuk ljarah.

Berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang
Sukuk ljarah berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti
Rugi (Ta’widh), sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan
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memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan
ljarah, dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk
ljarah serta Pemegang Sukuk ljarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau
keterlambatan tersebut.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan ljarah/Sisa
Imbalan ljarah yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang
Sukuk ljarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang
Sukuk ljarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk ljarah yang
dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Cicilan
Imbalan ljarah/Sisa Imbalan ljarah tersebut untuk setiap kelipatan
Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) adalah sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus
dua puluh ribu Rupiah) per hari.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian
berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk ljarah dalam Rekening
Efek yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening
efek dengan Pemegang Sukuk ljarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi
Pemegang Sukuk ljarah untuk mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan ljarah
dan pembayaran kembali Sisa Imbalan ljarah dan hak-hak lain yang berkaitan
dengan Sukuk ljarah.

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk ljarah yang diterbitkan oleh KSEI
kepada Pemegang Sukuk ljarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk
menghadiri  RUPSI atau meminta diselenggarakan RUPSI, dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan
yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
sebagimana didefiniskan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi
bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Sukuk ljarah
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.

Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan
dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain,
menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi
nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan
Efek dan Bank Kustodian.

Berarti pihak yang bertangung jawab atas penjatahan Sukuk ljarah menurut
syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan Nomor: IX.A.7 tentang
Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam
Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 dalam Penawaran Umum Sukuk ljarah
adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan
Hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing baik yang
bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat
tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia, satu dan lain dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di
Indonesia.
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Berarti hak guna (manfaat) atas aset milik PT Perkebunan dan Industri Segajung
yang merupakan Entitas Anak yang memiliki tanah yang terletak di Batang, Jawa
Tengah, dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad ljarah yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ljarah,
hak manfaat atas Objek ljarah yang diserahkan tersebut tidak bertentangan dan
sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-
undangan dan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015.

berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang mempunyai
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011
tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 Tentang Tanggung Jawab
Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam
Penawaran Umum Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum.

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Tanggung
Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek
Dalam Penawaran Umum.

Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang
Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan OJK No. 18/P0OJK.04/2015 tanggal 10 November 2015
tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang
Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran
Corona Virus Disease 2019

Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang
Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum Bersifat Utang.

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/P0OJK.04/2020 Tahun 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.

Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang
Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana telah diubah dengan POJK No.
3/2018.

Berarti Peraturan OJK No. 19/P0OJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank
Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang
Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
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Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang
Prospektus Awal dan Info Memo.

Berarti Peraturan OJK No. 30/P0OJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

Berarti Peraturan OJK No. 33/P0OJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berarti Peraturan OJK No. 36/P0JK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.

Berarti Peraturan OJK No.42/P0JK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Berarti Peraturan OJK No. 49/P0JK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang
Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Berarti Peraturan OJK No. 53/P0OJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang
Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.

Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Berarti Peraturan OJK No. 56/P0OJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang
meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh
KSEl, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.

Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk
ljarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI;
atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

Berarti pihak yang menyelenggarakan pemeringkatan efek, yang dalam hal ini
adalah PT Kredit Rating Indonesia, berkedudukan di Jakarta atau para pengganti
dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang terdafatar di
OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/P0OJK.04/2020.

Berarti kegiatan penawaran Sukuk ljarah yang dilakukan oleh Perseroan untuk
menjual Sukuk ljarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur
dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang
berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk ljarah.

Berarti pengakuan Kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk ljarah,
sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk ljarah
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Berkelanjutan | Intiland Development Tahap Il Tahun 2022 No. 32 tanggal 27 Juli
2022, Addendum | Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk ljarah Berkelanjutan |
Intiland Development Tahap Il Tahun 2022 No. 29 tanggal 15 Agustus 2022 yang
seluruhnya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di
Jakarta.

Berarti jasa penitipan atas Sukuk ljarah yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu
pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud
dalam UUPM.

Berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan
Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada
Perseroan, pada rekening bank dari dan yang ditunjuk oleh Perseroan
berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini PT Sucor
Sekuritas dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia, sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk ljarah.

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum,
yang dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia,
sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk ljarah.

Berarti peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang
Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan
surat keputusan Bapepam No. S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal
Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia.

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEl sebagaimana
tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk ljarah Berkelanjutan
| Intiland Development Tahap Il Tahun 2022 No. 33 tanggal 27 Juli 2022, yang
dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta.

Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEIl dengan syarat
dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pendaftaran Surat
Berharga Syariah di KSEI No. SP-030/SKK/KSEI/0622 tanggal 27 Juli 2022.

Berarti persetujuan prinsip yang dibuat oleh BEI atas permohonan pencatatan
Sukuk ljarah No. S-03838/BEI.PP1/06-2021 tanggal 8 Juni 2021 yang diajukan
oleh Perseroan kepada BEI.

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana
Emisi Sukuk ljarah dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk ljarah
Berkelanjutan I Intiland Development Tahap Il Tahun 2022 No. 31 tanggal 27 Juli
2022, Addendum | Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk ljarah Berkelanjutan I
Intiland Development Tahap Il Tahun 2022 No. 28 tanggal 15 Agustus 2022, yang
seluruhnya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di
Jakarta.

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana
ternyata dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah Berkelanjutan |
Intiland Development Tahap Il Tahun 2022 No. 30 tanggal 27 Juli 2022,
Addendum | Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland
Development Tahap Il Tahun 2022 No. 27 tanggal 15 Agustus 2022, yang
seluruhnya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di
Jakarta.



Pernyataan Pendaftaran

Perseroan

Perusahaan Efek

Prinsip Syariah di Pasar
Modal

Rekening Efek

RUPSI

Satuan Pemindahbukuan

Sertifikat Jumbo Sukuk

ljarah

Surat Kabar Harian

Sukuk

Sukuk ljarah

Al
X

mtiland

berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ljarah Berkelanjutan |
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal
juncto POJK No. 7/2017 dan POJK No. 36/2014.

Berarti PT Intiland Development Tbk, suatu perseroan terbatas yang
berkedudukan di Jakarta.

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek,
Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud
dalam UUPM.

Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan
fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa
dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan OJK No. 15/2015 dan/atau
Peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional -
Majelis Ulama Indonesia.

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk ljarah dan/atau dana milik
Pemegang Sukuk ljarah yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang
Rekening berdasarkan kontrak pembukaaan Rekening Efek yang ditandatangani
Pemegang Sukuk ljarah.

Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk ljarah sebagaimana diatur dalam
Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti satuan jumlah Sukuk ljarah senilai Rpl (satu rupiah) yang dapat
dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek
lainnya.

Berarti bukti penerbitan Sukuk ljarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di
KSElI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEl untuk kepentingan
Pemegang Sukuk ljarah.

Berarti surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit setiap hari kerja dan
mempunyai peredaran nasional.

Berarti efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama
dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided
share), atas aset yang mendasarinya.

berarti Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development Tahap Il Tahun 2022
yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk ljarah dan dibuktikan
dengan Sertifikat Jumbo Sukuk ljarah dengan syarat-syarat sebagaimana
diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dengan ketentuan
sebagai berikut :

Sukuk ljarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa
Imbalan ljarah. Sukuk ljarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo
Sukuk ljarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”). Jumlah Sisa Imbalan ljarah yang ditawarkan adalah sebesar
Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan
ljarah sebesar Rp26.250.000.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh
juta Rupiah) per tahun atau equivalen sebesar 10,50% per tahun. Jangka waktu
Sukuk ljarah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan
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Tanggal Distribusi

Tanggal Emisi

Tanggal Pembayaran
Cicilan Imbalan ljarah

Tanggal Pembayaran
Kembali Sisa Imbalan
ljarah

Tanggal Penjatahan
Tim Ahli Syariah
Undang-undang Pasar

Modal atau UUPM

Wali Amanat
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ljarah secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dilakukan
pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 25 Agustus 2025. Cicilan Imbalan ljarah
dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal
Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah pertama akan dilakukan pada tanggal 25
November 2022, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan ljarah terakhir dan Sisa
Imbalan ljarah dilakukan pada tanggal jatuh tempo.

Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk ljarah hasil Penawaran
Umum kepada KSEI beserta kepemilikan Sukuk ljarah yang wajib dilakukan
kepada pembeli Sukuk ljarah dalam Penawaran Umum, yang akan
didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak
Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Sukuk ljarah.

Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk
liarah kepada Perseroan (in good funds), yang merupakan tanggal penerbitan
Sukuk ljarah, berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk
ljarah.

Berarti tanggal tanggal saat Cicilan Imbalan ljarah Sukuk ljarah menjadi jatuh
tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk ljarah yang namanya
tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan
dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah.

Berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan ljarah menjadi jatuh tempo dan
wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk ljarah sebagaimana ditetapkan dalam
Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan
ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk ljarah.

Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk
atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.

Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal berikut perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.

Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk ljarah, sebagaimana

dimaksud dalam UUPM vyang pada saat ini adalah PT Bank Mega Tbk.,
berkedudukan di Jakarta Selatan.
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SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI PERSEROAN

“THI”
“MRI”
“ISER”
“SpPp”
“DKm”
“VIP”
“PLU”
“WIRA”
“PLR”
“Gp”
“GPM”
“GM”
“GS”
uggn
“G”
“pn
“PSG”
“Kp”
gy
“p”
“gn
“gl
ugg”
“DR”
“BBU”
“Kwi1”
“BBE”
“MP”
“GIB”
“ACL”
“PSP”
“PLP”

PT Taman Harapan Indah
PT Mutiara Raga Indah
PT Intisarana Ekaraya

PT Sinar Puspapersada

PT Dinamika Kencana Mandiri

PT Vida Irvetta Peninsula
PT Perkasalestari Utama

PT Wirasejati Binapersada

PT Perkasalestari Raya
PT Gandaria Permai

PT Gandaria Prima

PT Gandaria Mulia

PT Gandaria Sakti

PT Selasih Safar

PT Intiland Grande

PT Intiland Infinita

PT Primasentosa Ganda
PT Kawasan Ploso

PT Kawasan Jombang
PT Intiland Persada

PT Intiland Sejahtera
PT Grande Imperial

PT Surya Energi

PT Dharmasentosa Raya
PT Bahtera Bumi

PT Kawasan Industri Intiland

PT Buana Bejana

PT Maja Persada

PT Graha Inti Boga

PT Abadi Citra Lestari

PT Putra Sinar Permaja
PT Perkasalestari Permai

g«
“GPUS”
“IGPERDANA*“
“IGPERKASA”
“IGPALAMARTA"
“IGPRAMUDYA"
“GFV”

“PSU”

“GAS”

“an“
“SEGAJUNG “
“IMJ“

“HTHI“

“pA“

“IAP“
“IGPERSADA"
“IGPERWIRA"
“IAR”

“KLS”

“MKR“

“MAS“

“MIB”
“MWN*

uppu

“RMF*“

“SCG”

“UGKE“
“UGKA“
“IMD“

“BKIS”
“BKMB”
“BKGP“

PT Intiland Esperto

PT Gunaprima Usahasejati

PT Inti Gria Perdana

PT Inti Gria Perkasa

PT Inti Gria Palamarta

PT Inti Gria Pramudya

PT Grande Family View

PT Purisentosa Unggul

PT Graha Abdael Sukses

PT Jateng Industri Intiland

PT Perkebunan dan Industri Segajung
PT Inti Menara Jaya

PT Hotel Taman Harapan Indah
PT Adhibaladika Agung

PT Inti Algoritma Perdana

PT Inti Gria Persada

PT Inti Gria Perwira

PT Intiland Alfa Rendita

PT Kinerja Lancar Serasi

PT Mahkota Kemayoran Realty
PT Melati Anugrah Semesta

PT Melati Impian Bangsa

PT Melati Wahana Nusantara

PT Puri Pariwara

PT Raharja Mitra Familia

PT Sinar Cemerlang Gemilang

PT Usaha Guna Kelola

PT Utama Gelora Karya

PT Inti Mitbana Development
Badan Kerjasama Intiland Starlight
Badan Kerjasama Mutiara Buana
Badan Kerjasama Graha Pratama
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RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan
keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam
Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling
penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam jutaan Rupiah dan secara
konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sebagaimana tertuang pada Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu
pengembang, perdagangan dan jasa real estate dan properti. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan,
Perseroan menjalankan bisnis secara terintegrasi sebagai pemilik, pengembang dan pengelola dari real estat dengan
segmen yang mencakup pengembangan kawasan perumahan, mixed-use dan high rise, kawasan industri, dan
properti investasi. Perseroan memiliki model bisnis pengembangan properti terintegrasi, dari akuisisi dan
pembelian lahan, desain dan pembangunan, hingga manajemen proyek, penjualan, penyewaan komersial dan
pemasaran, dan juga pengoperasian dan pengelolaan superblok, ritel, perkantoran dan apartemen hunian melalui
Entitas Anak maupun Entitas Asosiasi.

Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak memiliki keterkaitan, dimana Perseroan adalah entitas induk yang
merupakan holding company sehingga sebagian besar kegiatan usaha Perseroan dilakukan melalui Entitas Anak.
Perseroan membagi kegiatan usaha ke dalam empat segmen portofolio utama yaitu pengembangan kawasan
mixed-use dan high rise, kawasan hunian, kawasan industri, dan properti investasi di seputaran wilayah Jabodetabek
(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), serta di Surabaya dan sekitarnya. Dari segi pendapatan usaha, Perseroan
dan Entitas Anak membukukan pendapatan usaha yang berasal dari penjualan real estat dan pendapatan usaha
berulang (recurring income) atas usaha sewa perkantoran, usaha pengembangan jaringan hotel dan pengelolaan
lapangan golf serta fasilitas olahraga di sejumlah kota di Indonesia.

Prospek usaha Perseroan ke depan.

Tahun 2021 masih menjadi era penuh tantangan bagi sektor properti. Indonesia turut mengalami dampak serius
dari dahsyatnya “gelombang kedua” pandemi Covid-19 pada pertengahan tahun 2021. Kejadian luar biasa ini secara
nyata melahirkan banyak perubahan di dalam masyarakat. Perubahan tersebut terjadi secara masif mulai dari gaya
hidup, kebiasaan, pola berfikir, perilaku konsumen, kebutuhan masyarakat, perekonomian, serta pola belanja dan
berinvestasi tertutama pada sektor properti.

Perseroan berusaha keras untuk lebih jeli dalam melihat persoalan dan menangkap setiap peluang yang ada.
Perseroan secara terus-menerus mengevaluasi setiap kebijakan dan strategi yang diterapkan, menakar ulang setiap
kekuatan yang dimiliki, serta mencari terobosan-terobosan terbaik sebagai solusi. Berani menerapkan cara-cara
baru yang inovatif dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian menjadi jalan terbaik untuk menyesuaikan dengan
perubahan dan keinginan masyarakat. Di masa penuh tantangan tersebut terdapat beberapa segmen
pengembangan properti yang mulai membukukan pertumbuhan, khususnya pada segmen pengembangan kawasan
perumahan. Segmen properti ini secara berangsur-angsur mulai kembali bergerak sejak pertengahan tahun 2021.
Dukungan pemerintah melalui stimulus kebijakan yang diluncurkan terbukti mampu mendorong pertumbuhan
kembali sektor properti.

Sinyalemen positif ini memberikan angin segar terhadap pasar properti nasional. Sejumlah lembaga riset, asosiasi,
dan pelaku usaha memproyeksikan sektor properti akan mampu tumbuh kembali tahun ini. Pertumbuhan ini selain
didorong oleh meningkatkan kebutuhan dan investasi masyarakat, juga ditopang oleh sejumlah stimulus kebijakan
pemerintah dari sisi perpajakan, maupun tingkat suku bunga perbankan. Mempertimbangkan fakta-fakta ini,
Perseroan percaya sektor properti akan kembali bertumbuh. Perseroan juga telah mengantisipasi perubahan-
perubahan ini melalui sejumlah strategi kebijakan yang akan dijalankan pada tahun 2022 yaitu antara lain :
1. Perseroan akan tetap menjalankan kebijakan manajemen yang konservatif. Perseroan mengkaji ulang semua
langkah dan strategi, serta target-target yang ditetapkan. Pandemi Covid-19, membawa perubahan signifikan
ke pasar properti nasional, termasuk perubahan yang terjadi pada target pasar yang dimiliki perseroan.
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Perseroan memilih untuk menempuh langkah ekstra hati-hati terhadap setiap investasi dan keputusan ekspansi
dalam pengembangan baru. Perseroan mengatur ulang secara lebih hati-hati terhadap setiap keputusan dan
melakukan analisa secara mendalam untuk penggunaan semua sumber daya perusahaan. Perseroan
membangun kesadaran bersama di semua level karyawan dalam menghadapi tantangan dan perubahan pasar
yang terjadi.

Sebagai upaya meminimalisir setiap risiko, Perseroan memilih fokus pada pengembangan di proyek-proyek
yang telah berjalan. Rencana ekspansi proyek baru, khususnya di segmen pengembangan mixed-use & high rise
ditunda untuk sementara. Prioritas perusahaan lebih terfokus pada upaya untuk meningkatkan penjualan
inventori atau stok produk di proyek-proyek yang ada seperti perumahan, pergudangan, dan apartemen.
Upaya-upaya tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dengan menjalankan praktik manajemen risiko
secara ketat pada setiap rencana strategis.

Perseroan melakukan penjualan aset non-produktif agar dapat lebih fokus dalam pengembangan bisnis inti.
Hasil dari penjualan aset non-produktif tersebut juga digunakan untuk menurunkan utang bank serta untuk
pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan. Perseroan juga secara terus—menerus berupaya menjaga arus
kas untuk menopang operasional dan kegiatan usaha.

Perubahan kebiasaan pada masyarakat dan konsumen menjadi permasalahan sekaligus tantangan penting bagi
Perseroan. Sejumlah langkah penting dijalankan guna menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di pasar.
Perseroan juga terus mengeksplorasi tanpa henti setiap peluang dan inovasi untuk memastikan operasional
usaha tetap berjalan serta sebagai upaya untuk mendukung terciptanya nilai tambah bagi perusahaan.
Perseroan juga berupaya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan pekerjaan dengan membangun iklim inovasi melalui kegiatan kompetisi yang digelar secara rutin
sebagai salah satu cara yang ditempuh untuk memupuk lahirnya terobosan dan inovasi baru.

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk ljarah : Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development Tahap il Tahun
2022.

Jumlah Sisa Imbalan ljarah, Cicilan : Jumlah Sisa Imbalan ljarah yang ditawarkan adalah sebesar

Imbalan ljarah, Jangka Waktu dan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan

Jatuh Tempo Cicilan Imbalan ljarah sebesar Rp26.250.000.000,- (dua puluh enam

miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun atau equivalen
sebesar 10,50% per tahun. Jangka waktu Sukuk ljarah adalah 3 (tiga)
tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan ljarah secara
penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dilakukan
pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 25 Agustus 2025. Cicilan
Imbalan ljarah dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal
Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah pertama
akan dilakukan pada tanggal 25 November 2022, sedangkan
pembayaran Cicilan Imbalan ljarah terakhir dan Sisa Imbalan ljarah
dilakukan pada tanggal jatuh tempo.

Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari jumlah dana Sukuk ljarah

Satuan Pemindahbukuan : Rpl,- (satu Rupiah)

Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannnya

Periode Pembayaran Cicilan Imbalan  : Setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi.

ljarah

Jaminan : Sukuk ljarah ini dijamin dengan Aset Tetap yang terdiri dari 1 (satu)

bidang tanah atas nama PT Grande Family View yang terletak di
Pradah Kalikendal, Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan
pemegang Sukuk ljarah melalui Wali Amanat, dengan nilai jaminan
sekurang-kurangnya sebesar 120% dari Jumlah Sisa Imbalan ljarah.
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Pembelian Kembali (Buy Back)

Wali Amanat

Al
X

mtiland

irA- (single A Minus) dari PT Kredit Rating Indonesia

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan dana
Sukuk ljarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana
penggunaan dana emisi.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali lebih awal (buy back)
sebagian atau seluruh Sukuk ljarah dari setiap Pemegang Sukuk ljarah
sebelum Tanggal Pembelian Kembali Sukuk ljarah sesuai ketentuan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank Mega Thbk.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab | Informasi Tambahan ini.

3.

EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut informasi atas Efek Bersifat Utang Perseroan yang masih

terutang.
Sisa Cicilan
Imbalan Imbalan Jangka Jatuh .
Nama Efek ljarah ljarah Waktu Tempo Peringkat
(Rp Miliar) (Rp Miliar)
Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland 370 Hari 12
Development Tahap | Tahun 2021 250,000 26,250 Kalender Sepztg;nzber A

4.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk ljarah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan
dipergunakan Perseroan untuk Pembayaran Kembali Sisa Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development Tahap

Tahun 2021.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I
Informasi Tambahan ini.

5.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur Permodalan Perseroan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini
diterbitkan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham tertanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 1 Juli 2022, adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp250 per Saham

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Persentase
(Rp) (%)
Modal Dasar 24.000.000.000 6.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 1.635.997.464 408.999.366.000 15,78
2. PT Bina Yatra Sentosa 1.240.489.375 310.122.343.750 11,97
3. CGS - CIMB Securities (Singapore) Pte.Ltd 1.556.028.500 389.007.125.000 15,01
4. Bali Private Villa (S) Pte.Ltd 775.911.150 193.977.787.500 7,49
5. Masyarakat lainnya (di bawah 5%) 5.157.427.696 1.289.356.924.000 49,75
Modal saham diperoleh kembali - - -
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.365.854.185 2.591.463.546.250 100,00

Saham Dalam Portepel

13.634.146.390 3.408.536.597.500
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Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak yang tidak diaudit untuk periode 31 Maret 2022 dan 2021 serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2021 dan 2020 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia serta telah diaudit oleh
KAP Mirawati Sensi Idris (anggota jaringan firma Moore Global Network Limited) berdasarkan standar audit yang
ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska pada tanggal 26 April

2022.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN

31 Maret 2022 *

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Aset Lancar
Aset Tidak Lancar

6.839.515.186.796
9.740.296.500.517

6.668.818.368.239
9.792.966.369.396

4.517.663.051.391

11.184.209.511.530

Jumlah Aset

16.579.811.687.313

16.461.784.737.635

15.701.872.562.921

Liabilitas jangka pendek
Liabilitas jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas

6.687.810.615.124
3.965.908.062.615
10.653.718.677.739
5.926.093.009.574

6.489.247.592.873
3.940.388.225.031
10.429.635.817.904
6.032.148.919.731

4.367.599.682.705
5.285.023.457.297
9.652.623.140.002
6.049.249.422.919

*) tidak diaudit

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN

31 Maret 2022 *

31 Maret 2021 *

31 Desember 2021

31 Desember 2020

PENDAPATAN USAHA

LABA KOTOR

Jumlah Beban Usaha

LABA USAHA

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

JUMLAH PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN -
BERSIH

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI)
KOMPREHENSIF

JUMLAH PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN-LAIN
BERSIH YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan non-pengendali

LABA PER SAHAM DASAR

562.471.791.243
210.132.737.483
79.317.495.081
130.815.242.402
(99.699.967.173)
3.519.057.016

(96.180.910.157)

(69.546.979.352)
(26.633.930.805)
(7)

550.609.573.742
257.098.380.995
83.775.830.520
173.322.550.475
747.291.076
1.011.239.780

1.758.530.856

4.136.383.981
(2.377.853.125)
0

2.628.631.841.339
1.027.842.959.824
361.950.150.880
665.892.808.944
(30.049.182.958)
14.323.679.770

(15.725.503.188)

25.048.196.278
(40.773.699.466)
1

2.891.388.396.351
1.180.774.277.913
402.384.483.997
778.389.793.916
68.962.241.069
40.773.873.174

109.736.114.243

113.986.758.599
(4.250.644.356)
7

*) tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

31 Maret 31 Desember
KETERANGAN 2022* 2021* 2021 2020

Rasio Pertumbuhan (%)

Pendapatan Usaha 2,25% -33,71% -9,09% 5,66%
Beban pokok penjualan dan beban langsung 20,04% -39,19% -6,42% 6,60%
Laba kotor -18,27% -26,10% -12,95% 4,34%
Laba usaha -24,52% -26,23% -14,45% 28,97%
Laba sebelum penghasilan pajak -3143,75% -93,98% -197,93% -92,55%
Laba tahun berjalan -13441,52% -99,09% -143,75% -84,21%
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31 Maret 31 Desember

KETERANGAN 2022* 2021* 2021 2020
Jumlah aset 3,83% 0,25% 4,84% 6,26%
Jumlah liabilitas 7,43% 0,15% 8,05% 27,97%
Jumlah ekuitas -2,06% 0,42% -0,28% -16,39%
Rasio Usaha (%)
Laba kotor / pendapatan usaha 37,36% 46,69% 39,01% 40,84%
Laba usaha / pendapatan usaha 23,26% 31,48% 28,29% 26,92%
Laba tahun Berjalan / pendapatan usaha -17,73% 0,14% -1,14% 2,39%
Rasio Profitabilitas (%)
Laba tahun berjalan terhadap ekuitas (ROE) -1,68% 0,01% -0,50% 1,14%
Laba tahun berjalan terhadap aset (ROA) -0,60% 0,00% -0,18% 0,45%
Rasio Keuangan (%)
Aset / Liabilitas 155,62% 161,01% 157,84% 162,67%
Liabilitas / Ekuitas 179,78% 163,89% 172,90% 159,57%
Interest Coverage Ratio (ICR) (x) 1,56 2,41 1,95 2,17
Liabilitas / Aset 64,26% 62,11% 63,36% 61,47%
Interest Bearing Debt / Ekuitas 57,65% 61,40% 52,41% 65,61%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 2,97% 3,70% 14,44% 16,14%

*) tidak diaudit

Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi

Tambahan ini.

7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak
langsung pada Entitas Anak maupun Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Entitas Anak Yang Dimiliki Langsung

Kepemilikan
No. Nama Entitas Anak Tah.u.n Ui Kegiatan Usaha Stat|:|s Saat ini
Pendirian | Penyertaan Operasional (%)
1. PT Taman Harapan 1977 1991 Real Estate yang dimiliki sendiri Aktif Perseroan:
Indah atau disewa 99.99
IE: 0.01
2. PT Intiland Esperto 2008 2008 Real Estate yang dimiliki sendiri Tidak Aktif Perseroan: 99
atau disewa THI: 1
3. PT Inti Gria Persada 2009 2017 Real Estate yang dimiliki sendiri Tidak Aktif | Perseroan: 55
atau disewa PT Galang
Gema
Pradana: 45
4, PT Intiland Grande 1973 2000 Real Estate yang dimiliki sendiri Aktif Perseroan:
atau disewa 99,01
THI: 0,99
5. PT Intiland Alfa Rendita 2015 2015 Real Estate yang dimiliki sendiri Tidak Aktif Perseroan:
atau disewa 99,96
ISER: 0,04
6. PT Melati Anugerah 1992 1994 Real Estate yang dimiliki sendiri Tidak Aktif | Perseroan: 55
Semesta atau disewa PT Tejaalam
Multisari: 45
7. PT Melati Impian 2012 2012 Real Estate yang dimiliki sendiri Tidak Aktif Perseroan:
Bangsa atau disewa 99,99
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Kepemilikan
No. Nama Entitas Anak Tah.u.n UL Kegiatan Usaha Statt:|s Saat ini
Pendirian | Penyertaan Operasional (%)
THI: 0,01
8. PT Melati Wahana 2012 2012 Real Estate yang dimiliki sendiri Tidak Aktif Perseroan:
Nusantara atau disewa 99,95
THI: 0,05
9. PT Raharja Mitra 2001 2016 Real Estate yang dimiliki sendiri Aktif Perseroan:
Familia atau disewa 36,63
PT Galang
Gema
Pradana:
29,97
Reco
Promenade
Private
Limited: 33,40
ENTITAS ANAK YANG DIMILIKI TIDAK LANGSUNG
Kepemilikan
No. Nama Entitas Anak Tah.u.n LELTL Kegiatan Usaha Stat‘,'ls Saat ini
Pendirian Penyertaan Operasional (%)
10. PT Mutiara Raga 1990 1990 Real Estate yang dimiliki Aktif THI: 99.99
Indah sendiri atau disewa IE: 0.01
11. PT Intisarana Ekaraya 1991 1997 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif THI: 99.99
sendiri atau disewa Perseroan:
0.01
12. PT Gandaria Permai 1991 1997 Real Estate yang dimiliki Aktif ISER: 99.99
sendiri atau disewa IE: 0.01
13. PT Gandaria Prima 1991 1997 Real Estate yang dimiliki Aktif ISER: 99.99
sendiri atau disewa IE: 0.01
14. PT Gandaria Mulia 1992 1997 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif ISER: 99.99
sendiri atau disewa IE: 0.01
15. PT Gandaria Sakti 1991 1997 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif ISER: 99.99
sendiri atau disewa IE: 0.01
16. PT Gunaprima 1994 2003 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif IE: 99,99
Usahasejati sendiri atau disewa ISER: 0,01
17. PT Sinar 1991 1997 Real Estate yang dimiliki Aktif THI: 99.99
Puspapersada sendiri atau disewa IE: 0.01
18. PT Dinamika Kencana 2003 2008 Real Estate yang dimiliki Aktif THI: 99.99
Mandiri sendiri atau disewa IE: 0.01
19. PT Abadi Cintra 2010 2015 Real Estate yang dimiliki Aktif THI: 99,98
Lestari sendiri atau disewa ISER: 0,02
20. PT Putra Sinar 1982 2010 Real Estate yang dimiliki Aktif THI: 51
Permaja sendiri atau disewa Reco Kris
Private
Limited: 49
21. PT Vida Irvetta 2016 2016 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif THI: 99.99
Peninsula sendiri atau disewa ISER: 0.01
22. PT Selasih Safar 1973 2014 Real Estate yang dimiliki Aktif THI: 52,50
sendiri atau disewa PT Mustika
Semesta:
33,25
PT Polindo
Intercitra:
14,25
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Kepemilikan
No. Nama Entitas Anak Tah.u.n Ll Kegiatan Usaha Statt:|s Saat ini
Pendirian Penyertaan Operasional (%)
23. Badan Kerjasama 2003 2003 Pengembang Aktif THI: 50
Mutiara Buana PT Global
Ekabuana: 50
24, PT Perkasalestari 1991 2008 Real Estate yang dimiliki Aktif THI: 99.99
Utama sendiri atau disewa ISER: 0.01
25. PT Perkasalestari 2011 2011 Real Estate yang dimiliki Aktif PLU: 99,99
Permai sendiri atau disewa THI: 0,01
26. PT Perkasalestari Raya 2011 2011 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif PLU: 99.99
sendiri atau disewa THI: 0.01
27. PT Wirasejati 1994 2010 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif THI: 99.99
Binapersada sendiri atau disewa IE: 0.01
28. PT Inti Gria Perdana 2009 2009 Real Estate yang dimiliki Aktif IE: 99,75
sendiri atau disewa ISER: 0,25
29. PT Inti Gria Perkasa 2008 2008 Real Estate yang dimiliki Aktif IE: 99
sendiri atau disewa ISER: 1
30. PT Inti Gria Perwira 2009 2009 Real Estate yang dimiliki Aktif IE: 99,92
sendiri atau disewa ISER: 0,08
31. PT Inti Gria Palamarta 2012 2012 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif IE: 99
sendiri atau disewa ISER: 1
32. PT Inti Gria Pramudya 2012 2012 Real Estate yang dimiliki Aktif IE: 99,99
sendiri atau disewa ISER: 0,01
33. PT Primasentosa 1992 2006 Real Estate yang dimiliki Aktif 1G: 99,99
Ganda sendiri atau disewa THI: 0,01
34. PT Kawasan Ploso 2011 2011 Kawasan Industri Tidak Aktif 1G: 99,99
1S: 0,01
35. PT Kawasan Jombang 2011 2011 Kawasan Industri Tidak Aktif 1G: 99,99
IS: 0,01
36. PT Kinerja Lancar 2011 2012 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif 1G: 99,95
Serasi sendiri atau disewa THI: 0,05
37. PT Intiland Persada 2011 2011 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif 1G: 98
sendiri atau disewa IS: 2
38. PT Surya Energi 2011 2011 Perdagangan Besar atas Tidak Aktif IP: 99,96
Dasar Balas Jasa (Fee) atau IS: 0,04
Kontrak
39. PT Dharmasentosa 2007 2009 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif IP: 99,99
Raya sendiri atau disewa IS: 0,01
40. PT Grande Family 1994 1994 Real Estate yang dimiliki Aktif 1G: 75
View sendiri atau disewa PT Sinergi
Sukses
Bersama: 25
41. PT Utama Gelora 2017 2017 Hotel Bintang Tidak Aktif 1G: 99,98
Karya THI: 0,02
42. PT Usaha Guna Kelola 2017 2017 Apartemen Hotel Tidak Aktif 1G: 99,96
THI: 0,04
43, PT Sinar Cemerlang 2009 2011 Real Estate yang dimiliki Aktif 1G: 99,95
Gemilang sendiri atau disewa THI: 0,05
44, PT Intiland Sejahtera 1988 1990 Kawasan Industri Aktif 1G: 99,99
THI: 0,01
45, PT Bahtera Bumi 2011 2017 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif IS: 99,99
sendiri atau disewa I1G: 0,01
46. PT Kawasan Industri 1991 2013 Kawasan Industri Aktif IS: 99,99
Intiland I1G: 0,01
47. PT Buana Bejana 2011 2017 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif IS: 99,99
sendiri atau disewa I1G: 0,01
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Kepemilikan
No. Nama Entitas Anak Tah.u.n Ll Kegiatan Usaha Statt:|s Saat ini
Pendirian Penyertaan Operasional (%)
48. PT Maja Persada 2011 2011 Perdagangan Eceran Berbagai Aktif IS: 96,30
Macam Barang Yang IG: 3,70
Utamanya Makanan,
Minuman atau Tembakau di
Minimarket / Supermarket /
Hypermarket
49, PT Graha Inti Boga 2013 2017 Restoran Aktif IS: 99,99
1G: 0,01
50. PT Jateng Industri 2018 2018 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif 1G: 99,99
Intiland sendiri atau disewa dan SCG: 0,01
Kawasan Industri
51. PT Purisentosa Unggul 1997 2009 Real Estate yang dimiliki Tidak Aktif 1G: 99,99
sendiri atau disewa dan THI: 0,01
Kawasan Industri
52. Badan Kerjasama 2010 2010 Perkantoran Aktif IG: 75
Intiland Starlight PT Starlight
Nusa
Property: 25
53. PT Grande Imperial 2007 2007 Real Estate yang dimiliki Aktif 1G: 99,99
sendiri atau disewa THI: 0,01
54. PT Inti Algoritma 2015 2015 Real Estate yang dimiliki Aktif IAR: 99,98
Perdana sendiri atau disewa ISER: 0,02
55. PT Perkebunan dan 1999 2021 Kawasan Industri Aktif JII: 99,9
Industri Segajung IS: 0,01
56. PT Graha Abdael 2019 2020 Real Estate yang dimiliki Aktif IG: 55
Sukses sendiri atau disewa PT Abdael
Nusa: 45
ENTITAS ASOSIASI
Kepemilikan
No. Nama Entitas Anak Tah.u.n Tahun Kegiatan Usaha Stat|..|s Saat ini
Pendirian | Penyertaan Operasional (%)
57. PT Intiland Infinita 2008 2008 Perhotelan Aktif Perseroan: 30
PT Permata
Tunggal Jaya:
70
58. Badan Kerjasama 1999 1999 Pengelola Gedung Perkantoran Aktif Perseroan: 30
Graha Pratama PT
Famharindo:
70
59. PT Inti Menara Jaya 2019 2019 Real Estate yang dimiliki sendiri Aktif ISER: 50
atau disewa PT Menara
Prambanan:
50
60. PT Mahkota 2008 2008 Real Estate yang dimiliki sendiri Tidak Aktif THI: 40
Kemayoran Realty atau disewa PT Duta Putra
Mahkota: 40
PT Kencana
Bhakti
Persada: 10
PT Utama Esa
Perkasa: 4,90
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No.

Nama Entitas Anak

Tahun
Pendirian

Tahun
Penyertaan

Kegiatan Usaha

Status
Operasional

Kepemilikan
Saat ini
(%)

Peter Utomo:
5,10

61.

PT Puri Pariwara

1989

1991

Real Estate yang dimiliki sendiri
atau disewa

Aktif

1G: 36,01
Yayasan
Kesejahteraan
Pensiunan
Bank Ekspor
Impor
Indonesia:
56,62
Dana Pensiun
Bank Mandiri
Satu: 7,37

62.

PT Adhibaladika Agung

1990

1993

Real Estate yang dimiliki sendiri
atau disewa

Aktif

IG: 20
PT
Adhibalaraja:
65
PT Kusuma
Sari Lestari:
10
Harada
Kusuma: 2,50
Hartono: 2,50

63.

PT Inti Mitbana
Development

2022

2022

Real Estate yang dimiliki sendiri
atau disewa

Aktif

SPP: 30
MUDF IDR I,
Pte, Ltd: 70

64.

PT Hotel Taman
Harapan Indah

2005

2005

Perhotelan

Tidak Aktif

THI: 50
PT Global
Ekabuana: 50

8. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa risiko usaha. Risiko usaha disusun berdasarkan bobot
risiko dan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, sebagai
berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN
1. Risiko ketergantungan terhadap operasional entitas anak akibat melemahnya daya beli masyarakat

Indonesia.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT
MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

uhkwneE

Risiko Persaingan

Risiko Perubahan Permintaan dan Preferensi Pasar terhadap Konsep dan Desain Produk Properti
Risiko Keterlambatan Penyelesaian Proyek
Risiko Berkurangnya Lahan

Risiko Kebakaran dan Bencana Alam

C. RISIKO UMUM

1.

2.
3.
4

Risiko Pelaporan kepada Regulator
Risiko Gugatan Hukum

Risiko lzin-Izin Yang Masih Dalam Proses
Risiko Terkait Dengan Kebijakan Pemerintah
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5. Risiko Ketidakstablian Sosial, Politik dan Keamanan

D. RISIKO BAGI INVESTOR
Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk ljarah adalah:

a) Risiko tidak likuidnya Sukuk ljarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain
disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk ljarah sebagai investasi jangka panjang.

b) Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan
ljarah serta Sisa Imbalan ljarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk
memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah yang
merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai faktor risiko Perseroan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Informasi Tambahan ini.
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. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK JARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“SUKUK
IJARAH BERKELANJUTAN [”)

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT TAHAP | TAHUN 2021
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN [ INTILAND DEVELOPMENT TAHAP Il TAHUN 2022 (“SUKUK IJARAH”)
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Sukuk ljarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan ljarah. Sukuk ljarah ini
diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk ljarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”). Jumlah Sisa Imbalan ljarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus
lima puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebesar Rp26.250.000.000,- (dua puluh enam miliar dua
ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun atau equivalen sebesar 10,50% per tahun. Jangka waktu Sukuk ljarah adalah
3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan ljarah secara penuh (bullet payment) sebesar 100%
(seratus persen) dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 25 Agustus 2025. Cicilan Imbalan ljarah
dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah
pertama akan dilakukan pada tanggal 25 November 2022, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan ljarah terakhir
dan Sisa Imbalan ljarah dilakukan pada tanggal jatuh tempo.

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN | INTILAND DEVELOPMENT TAHAP Il DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA
ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

Sukuk ljarah ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka penerbitan Sukuk ljarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari
PT Kredit Rating Indonesia, yaitu:
irA- (Single A Minus)
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PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang Pengembangan Real Estat dan Properti
Kantor Pusat
Intiland Tower, lantai Penthouse, JI. Jend. Sudirman 32, Jakarta 10220
Telp.: +62 21 570 1912 / 570 8088, Fax.: +62 21 570 0014 / 5700015
www.intiland.com
info@intiland.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP OPERASIONAL
ENTITAS ANAK AKIBAT MELEMAHNYA DAYA BELI MASYARAKAT INDONESIA. RISIKO USAHA LAINNYA YANG
MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK
IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN
SUKUK JARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
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1. KETERANGAN TENTANG SUKUK JARAH YANG DITERBITKAN
NAMA SUKUK IJARAH

Nama Sukuk ljarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah ”Sukuk ljarah Berkelanjutan
I Intiland Development Tahap Il Tahun 2022”.

HARGA PENAWARAN
100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan ljarah.
JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk ljarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan ljarah. Sukuk ljarah ini
diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk ljarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”). Jumlah Sisa Imbalan ljarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus
lima puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan ljarah sebesar Rp26.250.000.000,- (dua puluh enam miliar dua
ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun atau equivalen sebesar 10,50% per tahun. Jangka waktu Sukuk ljarah adalah
3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan ljarah secara penuh (bullet payment) sebesar 100%
(seratus persen) dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 25 Agustus 2025. Cicilan Imbalan ljarah
dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah
pertama akan dilakukan pada tanggal 25 November 2022, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan ljarah terakhir
dan Sisa Imbalan ljarah dilakukan pada tanggal jatuh tempo.

Pembayaran kembali Sisa Imbalan ljarah harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan ljarah
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan
ljarah Sukuk ljarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk ljarah dan ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

JENIS SUKUK JARAH

Struktur Sukuk yang digunakan adalah Sukuk ljarah dan diterbitkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional —
MUI (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI
No. 41/DSN-MUI/1II/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah ljarah.

Sukuk ljarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk ljarah yang diterbitkan untuk didaftarkan
atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk ljarah. Sukuk ljarah ini didaftarkan atas
nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk
ljarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk ljarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti
kepemilikan Sukuk ljarah bagi Pemegang Sukuk ljarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI,
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Untuk melakukan penerbitan Sukuk ljarah, Perseroan dan Wali Amanat akan mengadakan akad-akad/ perjanjian-
perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi ijarah atas Objek ljarah. Objek ljarah yang menjadi dasar
Sukuk memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan
Perseroan menjamin, selama periode Sukuk, Objek yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan
dengan Prinsip Syariah Pasar Modal, berdasarkan:

a. Akad ljarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development Tahap Il
Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega
Tbk. sebagai wakil dari Pemegang Sukuk ljarah.

b. Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk ljarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap
Il Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega
Tbk. sebagai wakil dari Pemegang Sukuk ljarah.
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JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH

Seluruh nilai Sisa Imbalan ljarah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima
puluh miliar Rupiah) yang merupakan 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan ljarah.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH
Satuan pemindahbukuan Sukuk ljarah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Satuan perdagangan Sukuk ljarah harus dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau
kelipatannya.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk ljarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan
senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN JARAH

Jadwal pembayaran Sisa Imbalan ljarah dan Cicilan Imbalan ljarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel
berikut di bawah ini:

Cicilan Ke- Tanggal

1 25 November 2022
2 25 Februari 2023
3 25 Mei 2023

4 25 Agustus 2023
5 25 November 2023
6 25 Februari 2024
7 25 Mei 2024

8 25 Agustus 2024
9 25 November 2024
10 25 Februari 2025
11 25 Mei 2025

12 25 Agustus 2025

Cicilan Imbalan ljarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang
Sukuk ljarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah yang bersangkutan
berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk ljarah. Cicilan Imbalan ljarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat
terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun
dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

OBJEK JARAH

Aset yang menjadi dasar (underlying asset) dalam penerbitan Sukuk ljarah (Objek ljarah) ini adalah hak manfaat atas
tanah yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk ljarah. Dalam hal ini secara spesifik adalah tanah
seluas 341.610 m? dalam bentuk Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Anak Perusahaan, PT Perkebunan dan Industri
Segajung, yang terletak di proyek Batang Industrial Park, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah senilai
Rp286.952.400.000,-. Tanah yang menjadi Obyek ljarah tersebut rencananya akan dikembangkan menjadi proyek
Batang Industrial Park.

Aset yang menjadi dasar (underlying asset) Sukuk ljarah (Objek ljarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk ljarah, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek ljarah sehingga
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nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan ljarah, maka Perseroan akan mengganti dengan aset yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek ljarah.

Penggunaan aset milik PT Perkebunan dan Industri Segajung tersebut sebagai Objek ljarah merupakan transaksi
afiliasi yang dikecualikan untuk melaksanakan prosedur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) maupun prosedur dalam
Pasal 11 ayat (1) POJK No.42 Tahun 2020, karena Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham
secara tidak langsung pada PT Perkebunan dan Industri Segajung. Oleh karena itu, Perseroan hanya wajib untuk
melaporkan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut kepada OJK paling lambat pada
akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah transaksi, yaitu setelah ditandatanganinya Akad ljarah dan Perseroan telah
mendapatkan pernyataan efektif dari OJK atas pelaksanaan PUB Sukuk ljarah Tahap | sesuai POJK No.42 Tahun 2020.
Lebih lanjut, penggunaan aset milik PT Perkebunan dan Industri Segajung tersebut sebagai Objek ljarah juga bukan
merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No0.42/2020 karena tidak
memenuhi definisi transaksi benturan kepentingan mengingat tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis
perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham
utama maupun pengendali yang dapat merugikan Perseroan. Selain itu, penggunaan aset milik PT Perkebunan dan
Industri Segajung sebagai Objek ljarah juga bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK
No.17/2020 karena nilai aset milik PT Perkebunan dan Industri Segajung sebagai Objek ljarah tidak mencapai atau
kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban pemenuhan
ketentuan POJK 17/2020 sehubungan dengan penggunaan aset milik PT Perkebunan dan Industri Segajung sebagai
Objek ljarah oleh Perseroan.

SKEMA SUKUK IJARAH

Akad Wakalah < > Akad ljarah
2) 1)
Perseroan Perseroan
Set;;zgmac:(‘l’;alk“ 6) Sisa imbalan ijarah Investor/Pemodal sebagai lessor
(principal / at maturity) 1.a) Dana sukuk ijarah __\“/_
H > e
e land
i ) mtilan
'I'nt]]a'n d 5) Cicilan imbalan ijarah =< 1.b) Sukuk ijarah
(kupon / quarterly) ‘-..
A e,
7 *e
-C ™
/ 449'71:9
4) 3) Menjual atau Akad ljarah : 6’4*5‘&
Pembayaran menyewakan Perseroan melakukan akad o
dari pembeli/ kepada ijarah dengan pemegang .
penyewa/ pembeli/ sukuk (pemodal) melalui Akad Wakalah : o
pengguna penyewa/ Wali Amanat sebagai wakil Perseroan dan Pemodal melakukan
tanah pengguna dari pemodal untuk akad wakalah, dalam hal ini
tanah mengalihkan hak manfaat Perseroan bertindak sebagai wakil
4 atas Obyek ljarah. Pemodal untuk melakukan
pengelolaan dan membuat kontrak
dengan pihak ketiga/pelanggan ‘L
sebagai
pembeli/penyewa/pengguna. Obyek ljarah

Pembeli/Penyewa

Akad yang digunakan dalam Sukuk adalah:
Akad ljarah, dimana Perseroan selaku mu’jir mengalihkan hak manfaat atas Objek ljarah kepada Pemegang Sukuk
ljarah (melalui wakilnya, PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk ljarah ini) selaku mustajir

sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Akad ljarah.

Akad Wakalah, dimana Pemegang Sukuk ljarah yang telah menerima pengalihan hak manfaat atas Objek ljarah dari
Perseroan berdasarkan Akad ljarah setuju bertindak selaku Muwakkil untuk memberikan kuasa khusus (wakalah)
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tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan selaku Wakil dan Perseroan selaku Wakil setuju
untuk menerima kuasa khusus (wakalah) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali untuk menggunakan atau
mengembangkan bagi dirinya sendiri, atau disewakan ataupun dijual lagi kepada pihak ketiga sebagai penyewa atau
pembeli sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Akad Wakalah.

Obyek ljarah (Ma’jur) dalam Sukuk ljarah ini adalah hak manfaat atas tanah milik PT Perkebunan dan Industri
Segajung (Entitas Anak Perseroan) yang terletak di Batang, Jawa Tengah yang dialihkan kepada Pemegang Sukuk
ljarah melalui Akad ljarah. Obyek ljarah ini dialihkan dan dimanfaatkan kembali oleh Perseroan melalui anak
usahanya, dirinya sendiri, ataupun pihak ketiga sebagai pemakai/penyewa/pembeli sebagaimana diatur lebih lanjut
dalam Akad Wakalah.

Penjelasan mengenai skema Sukuk ljarah adalah sebagai berikut:

1.

Atas penerbitan Sukuk ljarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk ljarah yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk

sebagai Wali Amanat Sukuk ljarah menandatangani Akad ljarah.

a) Perseroan menerbitkan Sukuk ljarah sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

b) Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk ljarah.

c) Atas penerbitkan Sukuk ljarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk ljarah yang diwakili oleh Wali Amanat
Sukuk ljarah melakukan Akad ljarah. Berdasarkan Akad ljarah, Perseroan bermaksud untuk mengalihkan
hak manfaat atas Objek ljarah yaitu berupa tanah milik PT Perkebunan dan Industri Segajung yang terletak
di Batang, Jawa Tengah yang dialihkan kepada Pemegang Sukuk ljarah melalui Akad ljarah; Dalam hal ini
secara spesifik adalah seluas 341.610 m? atas nama PT Perkebunan dan Industri Segajung senilai
Rp286.952.400.000,-. Obyek ljarah ini dialihkan dan dimanfaatkan kembali oleh Perseroan melalui anak
usahanya, dirinya sendiri, ataupun pihak ketiga sebagai pemakai/pembeli/penyewa;

Masa pengalihan Objek ljarah akan berakhir selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa
Imbalan ljarah setelah Cicilan Imbalan ljarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (apabila ada)
telah dibayar lunas oleh Perseroan kepada Wali Amanat Sukuk ljarah selaku wakil Pemegang Sukuk ljarah
atau pada tanggal lain yang disetujui secara tertulis oleh para pihak sesuai dengan ketentuan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah. Pada saat berakhirnya masa pengalihan Objek ljarah, Wali
Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk ljarah setuju untuk seketika mengalihkan kembali Objek ljarah yang
telah diterimanya berdasarkan Akad ljarah ini kepada Perseroan tanpa adanya kondisi atau syarat apapun.

Dalam hal terjadi peristiwa di luar kekuasaan manusia (force majeure) termasuk kejadian, baik yang dapat
maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru hara, angin
topan, benturan dengan benda angkasa lain, badai matahari, kerusakan mekanik, dan elektronik pada
Objek ljarah dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan atau tidak dapat digunakannya Objek ljarah, hal
mana dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Sukuk ljarah atas turunnya nilai Objek ljarah menjadi
kurang dari nilai pengalihan Objek ljarah selama jangka waktu Sukuk ljarah, maka Perseroan akan
mengganti Objek ljarah dengan manfaat lain, yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan
jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek ljarah (“Objek ljarah Pengganti”).

Penyediaan dan pemberian Objek ljarah Pengganti memerlukan persetujuan RUPSI dengan
memperhatikan prosedur penggantian atau penambahan Objek ljarah sebagaimana diatur dalam Akad
ljarah.

Akad ljarah mulai berlaku efektif sejak Tanggal Emisi Sukuk ljarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

Pemegang Sukuk ljarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk ljarah dan Perseroan selanjutnya
menandatangani Akad Wakalah.

Berdasarkan Akad Wakalah, Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk ljarah memberikan kuasa khusus

(wakalah) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan atas Objek ljarah untuk melakukan
hal-hal sebagai berikut:
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- Pemegang Sukuk ljarah selaku Muwakkil memberikan kuasa khusus (wakalah) tanpa syarat yang tidak
dapat ditarik kembali kepada Perseroan selaku Wakil melalui PT Perkebunan dan Industri Segajung untuk
menggunakan atau mengembangkan bagi dirinya sendiri, atau disewakan ataupun dijual lagi kepada pihak
ketiga sebagai penyewa atau penjual;

- Perseroan selaku Wakil melalui PT Perkebunan dan Industri Segajung membuat dan melangsungkan serta
memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek ljarah untuk kepentingan
Pemegang Sukuk ljarah sebagai penerima Objek ljarah berdasarkan Akad ljarah dan Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang
sudah ditandatangani oleh Perseroan dan/atau melalui PT Perkebunan dan Industri Segajung dengan pihak
ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan
wajar;

- Perseroan selaku Wakil melalui PT Perkebunan dan Industri Segajung mewakili segala kepentingan Wali
Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk ljarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga
sebagai pengguna Objek ljarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan,
tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek ljarah dari
pihak ketiga; dan

- mewakili kepentingan Wali Amanat selaku wakil Pemegang Sukuk ljarah dalam mencari pengganti pihak
ketiga untuk memanfaatkan Objek ljarah.

Akad Wakalah mulai berlaku efektif sejak Tanggal Emisi Sukuk ljarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan akan berakhir dengan berakhirnya Akad ljarah.

3. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk ljarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat)
menyewakan Objek ljarah untuk membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak
dengan pihak ketiga.

- Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek ljarah dari pihak
ketiga.

4. Perseroan berjanji untuk membayar Imbalan ljarah yang terdiri dari Cicilan Imbalan ljarah dan Sisa Imbalan
liarah kepada Pemegang Sukuk ljarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara
pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2022 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk ljarah,
Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka
penerbitan Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development Tahap Il Tahun 2022 tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia dan
Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Dengan skema penerbitan yang sama, pernyaataan kesesuaian syariah ini juga berlaku untuk tahap-tahap
selanjutnya dalam Penerbitan Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development (Jika ada).

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang
Menjadi Dasar Sukuk ljarah adalah sebagai berikut:

i.  perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;

ii. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk ljarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah
dengan pelunasan Sukuk ljarah; dan

iii. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum
dilaksanakannya RUPSI.

JAMINAN
Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar
oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk ljarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan

Pengikatan, Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kepada Pemegang Sukuk ljarah berupa aset tetap
sebagaimana tersebut dibawah ini yang terdaftar atas nama PT Grande Family View yang merupakan Entitas Anak
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Perseroan, untuk kepentingan Pemegang Sukuk ljarah melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan
tersebut PT Grande Family View telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT Grande Family View
sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris PT
Grande Family View tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan memenubhi seluruh
persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan
sebagai berikut:

Jenis Benda Jaminan adalah:
e Aset tetap berupa 1 (satu) bidang tanah yang terdaftar atas nama PT Grande Family View dengan hak
tanggungan peringkat pertama, untuk kepentingan Pemegang Sukuk ljarah melalui Wali Amanat, yaitu sebagai

berikut:
No. SHGB Luas Alamat
SHGB No. 3455 7.955 m? Perumahan Graha Famili

Jalan Mayjen Yono Suwoyo
Kelurahan Pradah Kalikendal
Kecamatan Dukuh Pakis
Kota Surabaya

(yang selanjutnya disebut “Jaminan Sukuk”)

Penjaminan atas Jaminan Sukuk dijamin dengan Hak Tanggungan peringkat pertama atas tanah, sebagaimana
diuraikan di atas, yang pengikatannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Nilai Benda Jaminan:

- Nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan ljarah.

- Penilaian atas benda Jaminan yang dijamin sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah, dari Perusahaan Penilai Independen KJPP Willson dan Rekan, sesuai dengan suratnya tertanggal
13 Juli 2022, Nomor laporan: 00203/2.0049-00/P1/03/0454/1/VI11/2022 dengan hasil penilaian seluruh Jaminan
adalah sebesar Rp375.519.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus sembilan belas juta Rupiah).

Status Kepemilikan:

e Tanah dibebankan dengan hak tanggungan adalah milik dan tercatat atas nama PT Grande Family View
sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan Perseroan dan/atau PT
Grande Family View menjamin kepada Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah:

1. Setelah dilakukan pembebanan hak tanggungan peringkat pertama untuk kepentingan Pemegang Sukuk
ljarah sesuai dengan Pasal 11 ayat 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan, tidak akan dialihkan dan/atau
dibebankan sebagai jaminan untuk utang lain;

2. tidak dalam sengketa; dan

3. tidak sedang dalam keadaan disita.

Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Pemegang Sukuk ljarah dalam hal ini diwakili
oleh Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas
jaminan tersebut.

Dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Pemegang Sukuk ljarah dalam hal ini diwakili
oleh Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas
jaminan tersebut.

Pembebanan atau Pengikatan Jaminan:

Jaminan Sukuk berupa tanah tersebut akan diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Atas Tanah.
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Dalam rangka pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama, PT Grande Family View wajib menandatangani
Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh
Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat. Penandatanganan APHT wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan sejak Tanggal Emisi dan atas beban biaya dari Perseroan. PT Grande Family View dengan bantuan PPAT
yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat tersebut wajib melakukan pendaftaran selambat-
lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat sejak ditandatanganinya APHT
atas Jaminan dengan ketentuan bahwa Perseroan dan/atau PT Grande Family View telah memenuhi seluruh
persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran hak tanggungan tersebut dan
terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak
bertanggung jawab apabila Kantor Pertanahan setempat tidak dapat menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan.

Hak Pemegang Sukuk ljarah atas Jaminan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sertifikat hak tanggungan dan
sertifikat hak atas Tanah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 wajib diserahkan untuk disimpan oleh Wali Amanat.

Jaminan Sukuk berupa 1 (satu) bidang tanah milik PT Grande Family View merupakan jaminan atas Sukuk ljarah
Berkelanjutan | Intiland Development Tahap | Tahun 2021 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 September 2022.
[Jaminan Sukuk akan dibebankan dengan Hak Tanggungan peringkat pertama setelah Hak Tanggungan atas jaminan
sehubungan dengan Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development Tahap | Tahun 2021 dihapus dari buku
tanah. Penghapusan Hak Tanggungan atas Jaminan Sukuk tersebut membutuhkan surat keterangan lunas yang
diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan surat permohonan roya yang diterbitkan oleh Wali
Amanat.

Pemberian Jaminan Sukuk oleh PT Grande Family View merupakan transaksi yang memenuhi ketentuan transaksi
afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No.42 Tahun 2020 dan oleh karenanya Perseroan wajib untuk memenuhi
prosedur sebagaimana diatur dalam POJK 42 Tahun 2020. Sesuai dengan POJK No.42 Tahun 2020, Perseroan wajib
untuk menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran
transaksi, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan menyampaikan keterbukaan informasi
dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Berdasarkan POJK No.42 Tahun 2020 tersebut, maka sebelum menandatangani APHT atas Jaminan Sukuk,
Perseroan wajib untuk terlebih dahulu memperoleh laporan nilai wajar atau kewajaran atas Jaminan Sukuk.
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah meminta Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan (“KIPP
Kusnanto dan Rekan”) untuk melakukan penilaian kewajaran transaksi. Berdasarkan Surat KJPP Kusnanto dan
Rekan No. KR/220711-002 tanggal 11 Juli 2022 perihal Informasi Progres Penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran,
saat ini laporan nilai wajar atau kewajaran atas Jaminan Sukuk (“Laporan KJPP”) sedang dalam proses penyusunan
oleh KJPP Kusnanto dan Rekan, yaitu sebelum tanggal rencana pembebanan Hak Tanggungan atas Jaminan Sukuk.
Apabila Laporan KIPP telah selesai, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi
kepada masyarakat dan kepada OJK disertai Laporan KJPP tersebut dan dokumen pendukungnya paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah transaksi yaitu setelah ditandatanganinya APHT sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.42
Tahun 2020.

DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK JARAH (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Sukuk ljarah ini dengan pertimbangan
untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk ljarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana
hasil Emisi Sukuk ljarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab Il Informasi Tambahan ini perihal Penggunaan Dana
Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development
Tahap Il Tahun 2022.

2. TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH
Pembaran kembali Sisa Imbalan ljarah dan Cicilan Imbalan ljarah akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang
Sukuk ljarah melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEl selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan

sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai
dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
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Sukuk ljarah. Bilamana tanggal Pembaran kembali Sisa Imbalan ljarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan ljarah
jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

3. TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan Surat DSN-MUI No. U-520/DSN-MUI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Rekomendasi Penunjukan
Tim Ahli Syariah, DSN-MUI menugaskan kepada nama-nama di bawah ini sebagai Tim Ahli Syariah yang bertugas
memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk ljarah dan memberikan opini syariah, sebagai berikut:

No. Nama Jabatan Izin Ahli Syariah Pasar Modal
1. Iggi H. Achsien, S.E., M.B.A. Ketua KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017
2.  Mahbub Ma’afi Ramdlan, S.H.I. Anggota KEP-14/PM.22/ASPM-P/2018

4. WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk ljarah ini, PT Bank Mega Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan
ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai
hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam
ketentuan Pasal 1 angka | UUPM. Selain itu, PT Bank Mega Tbk. juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25%
dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No. 19/2020.

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Mega Tbk.
Menara Bank Mega Lantai 16
JI. Kapten Pierre Tendean No. 12-14A

Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7990 720

Up. : Capital Market Services

5. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Sukuk ljarah dan sebelum dibayar kembali Sisa Imbalan ljarah dan/atau seluruh jumlah Cicilan
Imbalan ljarah atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan
Sukuk ljarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun
melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh aktiva atau sebagian besar aktiva,
kecuali :

i dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak;

ii. penjualan, pengalihan atau pelepasan atas aktiva tetap yang sudah tua atau tidak produktif (baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau
pelepasan);

iii. dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan
dan/atau perikatan yang telah dan atau dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sebelum tanggal
Perjanjian Perwaliamanatan ini.

Adapun yang dimaksud dengan aktiva adalah properti investasi dan aset tetap yang tercantum dalam laporan

keuangan konsolidasi Perseroan, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian besar aktiva adalah merupakan

lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total properti investasi dan aset tetap yang tercantum dalam laporan
keuangan konsolidasi Perseroan yang terakhir.

b. Mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan (atau mengijinkan Entitas Anak untuk
mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan), kecuali :

i).  mergeratau akuisisi atau peleburan yang dilakukan dalam bidang usaha yang sama dengan bidang usaha
Perseroan dan/atau Entitas Anak, atau
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ii). merger atau akuisisi tersebut didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang
saham Perseroan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam
membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Sukuk ljarah.

iii). merger atau akuisisi antara Perseroan dan Entitas Anak dengan ketentuan bahwa dalam hal merger
tersebut, Perseroan tetap menjadi perusahaan yang menerima merger (surviving Company).

Mengubah kegiatan usaha utama Perseroan.

Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan

e. Mengeluarkan surat utang dan/atau sukuk baru atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai

tingkatan (ranking) dan nilai lebih tinggi dari surat utang atau instrumen utang yang sudah diterbitkan oleh
Perseroan.

2. Pemberian Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta data/dokumen pendukung lainnya
dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen
pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja
tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen
pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

c. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan

wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung
lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja
tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat dianggap telah
memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk :

memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah

menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Cicilan Imbalan ljarah dan/atau
pembayaran kembali Sisa Imbalan ljarah yang jatuh tempo kepada Agen pembayaran paling lambat 1
(satu) Hari Kerja (in good fund) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah dan/atau Tanggal
Pembayaran Kembali Sisa Imbalan ljarah dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti
penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah dan/atau
Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan ljarah.

Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa
Imbalan ljarah, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian tersebut.

Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang
dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran,
dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah
30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang
harus dibayar tersebut diatas dilunasi.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayarkan oleh Perseroan merupakan hak pemegang
Sukuk ljarah akan dibayar kepada Pemegang Sukuk ljarah secara proporsional sesuai dengan besarnya
Sukuk ljarah yang dimilikinya.

memperoleh, mematuhi segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan
dengan segera memberikan laporan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan perjanjian-perjanjian lainnya
yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit
oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK, yang diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan
kondisi keuangan yaitu:

a. Interest Coverage Ratio, yaitu perbandingan antara EBITDA (Earning Before Interest, Tax,
Depreciation, and Amortization) dengan beban bunga dan Bunga Obligasi tidak kurang dari 1,5:1 (
satu koma lima berbanding satu); serta

b.  Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio, yaitu perbandingan total pinjaman berbunga dikurangi kas
dengan total modal tidak lebih dari 2 : 1 (dua berbanding satu);

“EBITDA” adalah laba usaha ditambah biaya penyusutan dan biaya amortisasi.
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Memberikan Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan kepada

Pemegang Sukuk ljarah

Mempertahankan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar 120% dari nilai Sisa Imbalan ljarah yang

belum dibayar kembali dengan memperhatikan ketentuan pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jika terjadi kekurangan atas nilai Jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6. 3. (vi) dan Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah maka Perseroan wajib menambah

jaminan berupa:

a. aset tetap berupa tanah dan/atau aset lainnya yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak;

atau

b. penyetoran uang tunai sejumlah atau senilai dengan kekurangan nilai jaminan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6.3. (vi) dan pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah;

yang diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat
pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kekurangan atas nilai Jaminan yang wajib
dipenuhi Perseroan tersebut.

Atas penambahan kekurangan nilai jaminan aset tetap berupa tanah dan/atau aset lainnya yang
diserahkan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak tersebut, Perseroan dan/atau Entitas Anak wajib
menandatangani akta pengikatan jaminan sesuai dengan jaminan yang diberikan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Jaminan tersebut
merupakan jaminan preferen dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian
Perwaliamanatan.

Apabila penambahan kekurangan nilai jaminan tersebut dengan melakukan penyetoran uang tunai,
maka uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank
yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening penampungan
tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito yang akan dilakukan pengikatan sesuai
ketentuan yang berlaku, atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan
atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini
memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan Jaminan
tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan
penguasaan uang tunai tersebut.

Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian
Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya
suatu surat kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima, dan melakukan
tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening tersebut diatas
termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk
pembayaran Imbalan ljarah.

Dalam hal nilai jaminan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal
6.3. v) dan pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah, maka jaminan tambahan harus
dikembalikan kepada Perseroan 14 (empat belas) Hari Kerja dari terpenuhinya jaminan tersebut
menjadi hak Perseroan sepenuhnya dan dapat ditarik kembali oleh Perseroan.

Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan

perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku.

memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi

Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;

Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak

terjadinya hal-hal sebagai berikut :

a. Membuat pinjaman baru baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak dengan
memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3.(iv)
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah ini;

b. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya
usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan/atau Entitas Anak serta pemenuhan
kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Sukuk ljarah ini;

c. Setiap perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham mayoritas Perseroan,
perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris diikuti dengan penyerahan akta/dokumen-dokumen
keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan atas perubahan tersebut, setelah akta/dokumen-
dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
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d. Perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan dan/atau Entitas
Anak yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam
menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah
dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

Membayar kewajiban pajak Emiten atau bea lainnya yang menjadi beban Emiten dalam menjalankan

usahanya sebagaimana mestinya.

Menyampaikan kepada Wali Amanat :

a. laporan keuangan Tahunan Konsolidasi Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari
Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada
OJK yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu
kecuali apabila terdapat relaksasi penyampaian laporan keuangan dari OJK berdasarkan ketentuan dari
0JK;

b. laporan keuangan tengah tahunan Konsolidasi Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu :

- 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tahun buku, jika tidak disertai laporan Kantor Akuntan
Publik; atau

- 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Kantor
Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau

- 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Kantor
Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajiban
laporan keuangan secara keseluruhan; atau

- pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada JK, mana yang lebih dahulu;

- kecuali apabila terdapat relaksasi penyampaian laporan keuangan dari OJK berdasarkan ketentuan
dari OJK;

c. laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu yang
bersamaan dengan disampaikannya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau
Bursa Efek.

d. Data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali
Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktivasi Perseroan dan data-data lain sepanjang
hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah diperjanjikan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana
tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah ini, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja
setelah diketahuinya pelanggaran tersebut.

f. Data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali
Amanat Obligasi mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktivasi Perseroan dan data-data lain
sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat Obligasi yang telah
diperjanjikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

g. Setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana
tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah
diketahuinya pelanggaran tersebut.

Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan

sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha serupa.

Memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Emiten pada perusahaan asuransi yang mempunyai

reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan

yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Emiten dengan ketentuan asuransi-asuransi
tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Emiten.

Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian

sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan yang dapat menimbulkan kelalaian yang

diberikan oleh Kreditur Perseroan.

Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan

tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang

dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas
dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dengan memenubhi
semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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xviii. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk ljarah kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang
Sukuk ljarah sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Sukuk ljarah dan menyampaikan fotokopi
Sertifikat Jumbo Sukuk ljarah tersebut kepada Wali Amanat.

xix. melakukan pemeringkatan atas Sukuk ljarah sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/P0OJK.04/2020 berikut
pengubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan
pemeringkatan.

xx.  Dalam hal Sukuk ljarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung
jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan ljarah
dan/atau Cicilan Imbalan ljarah.

xxi. Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat -dan ketentuan dalam Dokumen Emisi
sehubungan dengan penerbitan Sukuk ljarah.

xxii. Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang
menyatakan bahwa :

a. Perseroan selalu memenuhi ketentuan akad syariah.
b. Aset yang menjadi dasar Sukuk ljarah tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal.

xxiii. Menyampaikan laporan daftar Obyek ljarah kepada Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan
yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan
tersebut.

xxiv. Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk ljarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal
5.11.f Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas
utang piutang kepada Pemegang Sukuk ljarah.

xxv. Mengganti Objek ljarah, jika terjadi keadaan-keadaan yang mengakibatkan diperlukannya penggantian
Objek ljarah sebagaimana diatur dalam Akad ljarah, yaitu:

a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian/kontrak atas penggunaan oleh pihak ketiga, baik karena
berakhirnya masa perjanjian/kontrak ataupun pemutusan kontrak;
b. Kejadian yang dapat menyebabkan turunnya/berkurangnya nilai pengalihan Objek ljarah sehingga
kurang dari nilai pengalihan Objek ljarah sebagaimana dimaksud dalam Akad ljarah;
c. Dalam hal terjadi Force Majeure yang mengakibatkan kerusakan atau hilangnya Objek ljarah dan/atau
tidak dapat dilaksanakannya Objek ljarah, yang dapat mengakibatkan :
c.l. terhambatnya pengalihan dan penerimaan manfaat Objek ljarah dari Perseroan kepada pihak
kedua pada Tanggal Emisi Sukuk ljarah; dan -
c.2. kerugian di pihak Pemegang Sukuk ljarah atas turunnya/berkurangnya nilai Objek ljarah menjadi
kurang dari nilai pengalihan manfaat Objek ljarah sebagaimana dimaksud dalam Akad ljarah.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan ljarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan ljarah dari Perseroan
yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan ljarah
dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan ljarah harus dibayar
kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan ljarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang
dimiliki oleh Pemegang Sukuk ljarah.

Yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan ljarah adalah Pemegang Sukuk ljarah yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan
Imbalan ljarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan
demikian jika terjadi transaksi Sukuk ljarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan
Imbalan ljarah tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk ljarah tersebut tidak berhak atas Cicilan
Imbalan ljarah pada periode Cicilan Imbalan ljarah yang bersangkutan.

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan ljarah dan
pembayaran kembali Sisa Imbalan ljarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah atau Tanggal
Pembayaran Kembali Sisa Imbalan ljarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Emiten memenuhi kewajiban pembayaran
atau terlambat membayar Cicilan Imbalan ljarah dan/atau Sisa Imbalan ljarah dimana dalam hal ini tidak ada
unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk ljarah serta Pemegang Sukuk ljarah dirugikan sebagai akibat dari
kelalaian atau keterlambatan tersebut. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh
Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk ljarah atas kelalaian membayar Jumlah Sisa Imbalan ljarah
dan/atau Cicilan Imbalan ljarah tersebut sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) untuk setiap
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kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per hari. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan
tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam
puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk ljarah, oleh Agen
Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk ljarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk
liarah yang dimilikinya.

Pemegang Sukuk ljarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua
puluh persen) dari jumlah Sukuk ljarah yang belum dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk ljarah yang dimiliki
oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk
diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang
diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk ljarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk
ljarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk
liarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK JARAH (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk ljarah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk ljarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian
dijual kembali dengan harga pasar;

2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk ljarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;

Pembelian kembali Sukuk ljarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

4. Pembelian kembali Sukuk ljarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak
dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-
ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

5. Pembelian kembali Sukuk ljarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian
(wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

6. Pembelian kembali Sukuk ljarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dan Pihak yang tidak terafiliasi;

7. Rencana pembelian kembali Sukuk ljarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua)
Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk ljarah tersebut;

8. Pembelian kembali Sukuk ljarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali
Sukuk ljarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal
penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

9. Rencana pembelian kembali Sukuk ljarah sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:

Periode penawaran pembelian kembali;

Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;

Kisaran jumlah Sukuk ljarah yang akan dibeli kembali;

Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk ljarah;

Tata cara penyelesaian transaksi;

Persyaratan bagi Pemegang Sukuk ljarah yang mengajukan penawaran jual;

Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk ljarah;

Tata cara pembelian kembali Sukuk ljarah; dan

Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk ljarah;

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang
Sukuk ljarah yang melakukan penjualan Sukuk ljarah apabila jumlah Sukuk ljarah yang ditawarkan untuk
dijual oleh Pemegang Sukuk ljarah, melebihi jumlah Sukuk ljarah yang dapat dibeli kembali;

11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah
disampaikan oleh Pemegang Sukuk ljarah;

12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk ljarah tanpa melakukan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:

a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk ljarah untuk masing-
masing jenis Sukuk ljarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
Sukuk ljarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk ljarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
Sukuk ljarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
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dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian

kembali Sukuk ljarah;

13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam
waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk ljarah.

14. Pembelian kembali Sukuk ljarah dilakukan dengan mendahulukan sukuk ijarah yang tidak dijamin jika
terdapat lebih dari satu Sukuk ljarah yang diterbitkan oleh Perseroan.

15. Pembelian kembali Sukuk ljarah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas
pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk ljarah yang tidak dijamin.

16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali Sukuk
ljarah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh sukuk ijarah;

17. Pembelian kembali Sukuk ljarah oleh Perseroan mengakibatkan:

a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk ljarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak
suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan ljara serta manfaat lain dari Sukuk ljarah yang dibeli
kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau

b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk ljarah yang dibeli kembali, hak
menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan ljarah serta manfaat lain dari
Sukuk ljarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSI.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau
penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk ljarah sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan poin 8 wajib
dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan
ketentuan sebagai berikut:

i. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:

a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang
digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan

b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

ii. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:

a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang
digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan

b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari

kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut dibawabh ini :

a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Sisa
Imbalan ljarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan ljarah dan/atau Cicilan Imbalan ljarah
pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan ljarah; atau

b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih
krediturnya (cross default) dalam jumlah utang keseluruhannya setara atau melebihi 30% (tiga puluh
persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan terakhir yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan
ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang
tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur
yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
ljarah, Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk ljarah. Akad ljarah dan Akad Wakalah, yang dibuat dalam
hubungan dengan penerbitan Sukuk ljarah ini;

d. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status serta pengelolaanya tidak sesuai dengan informasi dan
keterangan yang diberikan oleh Perseroan; dan/atau

e. Apabila Emiten telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan penundaan
kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
(moratorium).

Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
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a. Angka 1 huruf a, b dan e diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling
lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan
kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau menghilangkan
keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. Angka 1 huruf cdan d diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu
yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana
tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah
diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa
adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh
Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk

ljarah dengan cara membuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangan sendiri (terkait dengan kelalaian Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal

9 ini) berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk

ljarah. Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan

sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSI memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk ljarah

sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam

keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Bilamana dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan Perseroan belum juga memenubhi

kewajibannya untuk membayar, Wali Amanat wajib segera melaksanakan hak-hak Pemegang Sukuk ljarah

berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah.

Selama proses penyelesaian atas kejadian kelalaian/cidera janji, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada Wali

Amanat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-
ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1)

2)

RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain :

a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk ljarah mengenai
perubahan jangka waktu, Sisa Imbalan ljarah, Cicilan Imbalan ljarah, perubahan tata cara atau periode
pembayaran Cicilan Imbalan ljarah, Jaminan dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/2020;

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan
kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan
Perjanjian Perwaliamatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan
dengan kelalaian;

c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian
Perwaliamatan;

d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk ljarah termasuk dalam
penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020;

e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam
Perjanjian Perwaliamatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia;

f. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk ljarah untuk
melakukan perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad ljarah dan/atau Akad Wakalah, dan/atau aset tertentu
yang mendasari penerbitan Sukuk ljarah; dan

g. Mengambil keputusan jika tidak tercapai kesepakatan mengenai kondisi apakah suatu kejadian termasuk
Force Majeure atau bukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15.2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
ljarah.

RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:

a. Pemegang Sukuk ljarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20 %
(dua puluh persen) dari jumlah Sukuk ljarah yang belum dibayar Kembali tidak termasuk Sukuk ljarah
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yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat
untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus
memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk ljarah yang
dimiliki oleh Pemegang Sukuk ljarah yang -mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan
dibekukan -oleh KSEI sejumlah Sukuk ljarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan
pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari
Wali Amanat.

Perseroan;

Wali Amanat; atau

OJK.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan kepada Wali
Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut
Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI. -

Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk ljarah atau Perseroan akan mengadakan
RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon
dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat
permohonan.

Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelengaraan RUPSI.

a)

b)

c)

d)

e)

Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum
pemanggilan.
Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling
sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
Pemanggilan untuk RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum
RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah -
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain :

(1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;

(2) agenda RUPSI;

(3) pihak yang mengajukan usulan RUPSI;

(4) Pemegang Sukuk ljarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan

(5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama
21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.

Tata cara RUPSI;

a)

b)

e)

g)

h)

Pemegang Sukuk ljarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI
dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk ljarah yang dimilikinya.

Pemegang Sukuk ljarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk ljarah yang namanya
tercatat dalam Daftar Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang
diterbitkan oleh KSEI.

Pemegang Sukuk ljarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
Seluruh Sukuk ljarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk ljarah tersebut tidak dapat
dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai
dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau
setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk ljarah yang penyelesaiannya jatuh
pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal
pelaksanaan RUPSI.

Setiap Sukuk ljarah sebesar Rp. 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI,
dengan demikian setiap Pemegang Sukuk ljarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara
sejumlah Sukuk ljarah yang dimilikinya.

Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali
Amanat memutuskan lain.

Sukuk ljarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau
penyertaan modal pemerintah.

Sebelum pelaksanaan RUPSI:
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Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk ljarah yang merupakan
Afiliasi-nya kepada Wali Amanat.

Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk ljarah
yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;

Pemegang Sukuk ljarah atau kuasa Pemegang Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban
untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk ljarah
memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

i)  RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan
Wali Amanat.

j)  RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.

k)  Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk
membuat berita acara RUPSI.

I)  Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk ljarah, maka RUPSI
dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk ljarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut.
Perseroan atau Pemegang Sukuk ljarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk
mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara
RUPSI.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 angka 6) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan

pengambilan keputusan :

a) Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur

sebagai berikut :

Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai

berikut : -

a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili paling sedikit % (tiga per empat) bagian dari
jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit % (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk
ljarah yang hadir dalam RUPSI.

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang kedua.

¢.  RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili
paling sedikit % (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dibayar
kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling
sedikit % (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang ketiga.

e. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili
paling sedikit % (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dibayar
kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling
sedikit % (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.

Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk ljarah atau Wali Amanat maka wajib

diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit % (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk
ljarah yang -hadir dalam RUPSI.

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang kedua.

c.  RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dibayar
kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling
sedikit % (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang ketiga.

e. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dibayar
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kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling
sedikit % (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.

Apabila RUPSI dimintakan ke OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut :

a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk
liarah yang hadir dalam RUPSI.

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka a tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI kedua.

c.  RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili
paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dibayar
kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling
sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka c tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang ketiga.

e. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili
paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dibayar
kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling
sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

b)  RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah, dapat
diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili paling sedikit % (tiga per empat) bagian dari
jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat apabila disetujui paling sedikit % (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang
hadir dalam RUPSI.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI kedua.

RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili paling
sedikit % (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dibayar kembali dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit % (tiga per
empat) bagian dari -jumlah Sukuk ljarah yang hadir dalam RUPSI.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang ketiga.

RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili paling
sedikit % (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk ljarah yang masih belum dibayar kembali dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak. -
dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 4) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSI yang keempat.

RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk ljarah atau diwakili yang
masih belum dilunasi dan berhak mengambil suara yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran
dan kuorum keputusan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat.
Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 10 angka 5)

8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

9) Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris.

10) Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk ljarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya
Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk ljarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil
dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-
perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk ljarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan
dengan Sukuk ljarah.

11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib
ditanggung oleh Perseroan.
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12) Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian
Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan
ljarah, perubahan Cicilan Imbalan ljarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan ljarah, dan
perubahan jangka waktu Sukuk ljarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian
Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika
RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan
penagihan Imbalan Sukuk ljarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.

13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan
bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan
Peraturan -Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta
peraturan Bursa Efek.

14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

10. HAK SENIORITAS ATAS SUKUK JARAH

Sebelum terbitnya hak tanggungan atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah, Pemegang Sukuk ljarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk ljarah
adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang
akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten
baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk ljarah.

Pada saat diterbitkannya sertifikat hak tanggungan atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk ljarah, Pemegang Sukuk ljarah mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur
lainnya (hak preferen) dan Pemegang Sukuk ljarah mendapatkan hak untuk mengambil pembayaran kembali Sukuk
ljarah atas hasil eksekusi Jaminan tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
liarah dengan jumlah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari Sisa Imbalan ljarah.

11. PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau
penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang
ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan
kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk ljarah dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi,
maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari
RUPSI dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang
ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang
berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan
peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk ljarah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di
Indonesia.

12. HASIL PEMERINGKATAN SUKUK JARAH

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk ljarah ini, Perseroan telah
memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari PT Kredit Rating Indonesia untuk periode
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13 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023 sesuai dengan suratnya No. RTG-002/KRI-DIR/VI1I/2022 tanggal 4 Agustus
2022, dengan peringkat:
irA- (Single A Minus)

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perseroan baik
langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk ljarah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama
kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 49.

13. PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK JARAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk ljarah dapat dilihat pada Bab Xl Informasi Tambahan ini, mengenai
Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk ljarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap Il Tahun 2022.

14. PERPAJAKAN
Keterangan mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Informasi Tambahan Bab IX mengenai Perpajakan.

15. PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI
SYARIAH

Berdasarkan Opini Syariah pada tanggal 27 Juli 2022, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan
Akad-akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk ljarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap Il Tahun
2022 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional
— Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan di Pasar Modal Syariah.

16. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ljarah dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan

dalam POJK No.3/2018, sebagai berikut:

i. Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ljarah akan dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun dengan
ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ljarah terakhir disampaikan
kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ketiga sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun.

iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan
dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 27 Juli 2022 yang menyatakan Perseroan tidak pernah
mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang
bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur
pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan
4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang
dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.
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Il. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk ljarah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan
dipergunakan Perseroan untuk Pembayaran Kembali Sisa Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development Tahap
| Tahun 2021, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama sukuk . Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development Tahap |
Tahun 2021

Nilai sukuk : Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)

Cicilan imbalan ijarah :  Rp26.250.000.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima
puluh juta Rupiah) per tahun atau equivalen sebesar 10,50%
per tahun

Nilai yang akan dibayarkan : Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)

Saldo Setelah Pembayaran : RpO,-

Jatuh Tempo : 12 September 2022

Penggunaan Pinjaman : e Pinjaman modal kerja ke Entitas Anak, PT Perkebunan dan

Industri Segajung;
e Pembayaran sebagian utang pokok Perseroan di PT Bank
Mayapada Internasional Tbk;
e Pelunasan utang pokok Entitas Anak, PT Intiland Esperto,
di PT Sucor Investama; dan
e Pembayaran sebagian utang pokok Entitas Anak, PT
Perkasalestari Permai, di PT Bank China Construction Bank
Indonesia Tbk.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau : Cicilan Imbalan ljarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan)
Pembayaran sejak Tanggal Emisi, dimana tanggal pembayaran cicilan
imbalan ijarah pertama dilakukan pada tanggal 2 Desember
2021, sedangkan pembayaran cicilan imbalan ijarah terakhir
dan sisa imbalan ijarah dilakukan pada tanggal jatuh tempo.
Sumber dana untuk pembayaran : Kas internal Perseroan
bunga/denda

Pelunasan Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development Tahap | Tahun 2021 akan dilakukan bersamaan dengan
jadwal jatuh tempo Sukuk ljarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap | Tahun 2021 yaitu pada tanggal 12
September 2022.

Penggunaan dana di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No0.17/2020”
karena penggunaan dana tersebut di atas bukan merupakan suatu transaksi sebagaimana yang diatur dalam POJK
No.17/2020.

Penggunaan dana di atas juga bukan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam POJK No.42/2020 karena penggunaan dana tersebut di atas bukan merupakan suatu transaksi
sebagaimana yang diatur dalam POJK No0.42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk ljarah
ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan
penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSI dan memperoleh
persetujuan RUPSI sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Berkelanjutan Sukuk ljarah wajib memperoleh persetujuan RUPSI sesuai dengan POJK No. 20/2020.

Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan
sumber dana lain berupa kas internal yang dimilikinya atau melakukan pendanaan eksternal lainnya, guna

melaksanakan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan
30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.
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Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk ljarah tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada
RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum
Sukuk ljarah telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk ljarah yang belum direalisasikan, penempatan sementara
dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas
serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ljarah Berkelanjutan | Intiland Development Tahap | Tahun 2021
telah direalisasikan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum
dan telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Surat Perseroan No.
247/Intiland/CS/DIR/ANP/XII/2021.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah sekitar 1,5208% dari nilai
Emisi Sukuk ljarah. Semua biaya di bawah ini merupakan presentasi dari total biaya yang meliputi:

e Biaya jasa penjaminan (Underwriting Fee) sekitar 0,1000%

e Biaya jasa penyelenggaraan (Management Fee) sekitar 0,3000%

e Biaya jasa penjualan (Selling Fee) sekitar 0,1000%

e  Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,5728% yang terdiri dari:
e Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,2520%
e Biaya jasa Notaris sekitar 0,2608%
e Biaya jasa Tim Ahli Syariah sekitar 0,0600%;

e Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,1820% yang terdiri dari:
e Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0500%
e Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,1320%

e Biaya lain-lain sekitar 0,2660% termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya percetakan
Informasi Tambahan, formulir dan lainnya.
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Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2022, jumlah
liabilitas Perseroan keseluruhannya pada tanggal 31 Maret 2022 berjumlah Rp10.653.718.677.739,-.

(dalam Rupiah)

Keterangan

Jumlah

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha kepada pihak ketiga

Utang lain-lain
Utang pajak
Beban akrual

Pendapatan diterima dimuka

Liabilitas kontrak

Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank

Liabilitas sewa

Utang obligasi
Uang jaminan

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang lain-lain

Pendapatan diterima dimuka

Liabilitas kontrak
Uang jaminan

Liabilitas imbalan kerja jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu

satu tahun:
Utang bank
Liabilitas sewa

Liabilitas pajak tangguhan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

1.501.092.648.888
141.470.114.756
171.188.530.849
23.060.145.278
403.704.711.585
81.756.706.090
3.700.852.217.209

372.496.392.389
74.646.357
250.000.000.000
42.114.501.723
6.687.810.615.124

324.693.371.381

15.132.589.283
615.188.851.487
202.375.774.683
122.888.438.058

2.685.026.503.491
254.687.616
347.846.616
3.965.908.062.615

Jumlah Liabilitas

10.653.718.677.739

INFORMASI MENGENAI KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA

WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN DAN SUMBER PELUNASANNYA

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar

Rp594.614.549.660 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan

Jumlah

Hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan

Utang bank
Utang usaha
Utang pajak
Beban akrual
Utang leasing
Utang lain-lain

305.254.724.001
171.188.530.849
23.060.145.278
17.646.463.462
74.646.357
77.390.039.712

594.614.549.660

Untuk melunasi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo tiga bulan ke depan, Perseroan akan

menggunakan kas internal Perseroan.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga setiap

kewajiban yang akan jatuh tempo selalu dapat dipenuhi dengan tepat waktu.
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SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR TELAH
DIUNGKAPKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2022 DAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, TIDAK
ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN, DAN
PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI
KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DIDALAM
INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN SANGGUP UNTUK
MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH
PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL
TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2022 DAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT,
PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS
PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN SENANTIASA MELAKUKAN PEMANTAUAN
TERHADAP KEWAIJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO, SEHINGGA SETIAP KEWAIJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO
SELALU DAPAT DIPENUHI DENGAN TEPAT WAKTU DAN TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH
JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH KETENTUAN TERKAIT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG
DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN
PEMEGANG SUKUK IJARAH.
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Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak yang tidak diaudit untuk periode 31 Maret 2022 dan 2021 serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2021 dan 2020 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia serta telah diaudit oleh
KAP Mirawati Sensi Idris (anggota jaringan firma Moore Global Network Limited) berdasarkan standar audit yang
ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska pada tanggal 26 April

2022.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN

31 Maret 2022 *

31 Desember 2021

31 Desember 2020

ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara kas

Investasi aset keuangan pada nilai wajar
melalui laba rugi

Piutang usaha - berelasi

Piutang usaha - pihak ketiga

Piutang lain-lain — pihak ketiga
Persediaan

Uang muka

Pajak dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka yang akan jatuh
tempo dalam waktu satu tahun

Aset keuangan lainnnya

Jumlah Aset Lancar

ASET TIDAK LANCAR
Piutang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang lain-lain — pihak ketiga
Investasi aset keuangan pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain
(2019: aset keuangan tersedia untuk
dijual)
Aset keuangan lainnya
Persediaan
Uang muka
Biaya dibayar dimuka — setelah dikurangi
bagian yang akan jatuh tempo dalam
waktu satu tahun
Tanah yang belum dikembangkan
Piutang pihak berelasi non — usaha —
setelah dikurangi bagian yang akan jatuh
tempo dalam waktu satu tahun
Investasi entitas asosiasi dan ventura
bersama
Aset pajak tangguhan
Properti investasi
Aset tetap
Goodwill
Aset lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET

1.450.396.583.657

59.383.315.467
174.379.565.733
164.824.461.550
17.735.583.425
4.296.156.956.985
132.965.934.946
178.630.021.421

16.713.698.590
348.329.065.022
6.839.515.186.796

4.514.191.590
223.875.030.778

27.015.754.500
145.215.959.325
2.402.260.581.293
559.746.477.318

14.713.066.356
3.854.717.799.011

2.059.805.866

304.920.396.024
363.774.681.366
1.594.667.859.668
233.525.981.701
6.184.505.653
3.104.410.068
9.740.296.500.517
16.579.811.687.313

1.753.785.483.563

59.010.073.030
174.379.565.733
87.054.175.436
15.181.399.398
3.964.701.874.899
138.209.123.142
181.479.159.866

7.971.142.579
287.046.370.593
6.668.818.368.239

19.809.991.777
33.286.201.895

27.015.754.500
119.689.610.038
2.645.780.136.791
563.885.674.282

5.411.772.579
3.840.551.215.469

540.374.600

308.859.045.330
365.806.157.586
1.614.895.976.677
238.104.394.639
6.184.505.653
3.145.557.580
9.792.966.369.396
16.461.784.737.635

1.121.707.999.968

58.190.317.490
146.443.314.905
19.832.379.236
2.427.979.005.860
318.859.304.380
169.059.022.203

2.009.077.473
253.582.629.876
4.517.663.051.391

174.343.349.832
20.239.504.584
653.634.570

27.015.754.500
49.449.435.289
3.943.362.627.076
590.982.642.149

692.701.341
3.888.107.493.665

492.377.118

334.043.961.764
361.741.875.894
1.569.980.123.688
213.381.623.567
6.184.505.653
3.537.900.840
11.184.209.511.530
15.701.872.562.921
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(dalam Rupiah)

KETERANGAN

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha kepada pihak ketiga
Utang lain-lain
Utang pajak
Beban akrual
Pendapatan diterima dimuka
Liabilitas kontrak
Bagian liabilitas jangka panjang yang
akan jatuh tempo dalam waktu satu
tahun:
Utang bank
Liabilitas sewa
Utang obligasi
Uang jaminan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang lain-lain
Pendapatan diterima dimuka
Liabilitas kontrak
Uang jaminan
Liabilitas imbalan kerja jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang - setelah
dikurangi bagian yang akan jatuh
tempo dalam waktu satu tahun:
Utang bank
Liabilitas sewa
Liabilitas pajak tangguhan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas

EKUITAS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk
Modal saham
Modal dasar - 24.000.000.000 saham
dengan nilai nominal Rp 250 per
saham
Modal ditempatkan dan disetor -
10.365.854.185 saham
Tambahan modal disetor — bersih
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan
non-pengendali
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan
kepada Pemilik Entitas Induk
Kepentingan Non-pengendali

Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

31 Maret 2022 *

1.501.092.648.888
141.470.114.756
171.188.530.849
23.060.145.278
403.704.711.585
81.756.706.090
3.700.852.217.209

372.496.392.389
74.646.357
250.000.000.000
42.114.501.723
6.687.810.615.124

324.693.371.381

15.132.589.283
615.188.851.487
202.375.774.683
122.888.438.058

2.685.026.503.491
254.687.616
347.846.616
3.965.908.062.615
10.653.718.677.739

2.591.463.546.250

1.096.320.037.357
425.114.435.960

20.000.000.000
1.022.497.783.320
5.155.395.802.887

770.697.206.687

5.926.093.009.574
16.579.811.687.313

31 Desember 2021

1.523.611.112.534
187.397.756.922
177.305.516.066
58.987.786.961
396.175.336.911
85.547.901.989
3.499.608.409.396

277.784.816.384
88.816.487
250.000.000.000
32.740.139.223
6.489.247.592.873

277.641.839.782

14.933.933.635
516.945.776.293
205.473.142.977
121.944.296.375

2.802.835.140.020
274.282.918
339.813.031
3.940.388.225.031
10.429.635.817.904

2.591.463.546.250

1.096.320.037.357
425.114.435.960

20.000.000.000
1.092.044.762.672
5.224.942.782.239

807.206.137.492

6.032.148.919.731
16.461.784.737.635

31 Desember 2020

1.630.036.125.989
199.629.887.171
99.792.074.932
18.543.863.233
449.832.336.925
63.138.311.089
1.401.675.567.925

306.681.980.777
198.725.020
161.683.254.974
36.387.554.670
4.367.599.682.705

142.244.015.321
12.680.944.630
1.898.172.964.094
172.460.305.840
124.446.587.037

2.935.002.046.970
16.593.405

5.285.023.457.297
9.652.623.140.002

2.591.463.546.250

1.096.320.037.357
425.114.435.960

18.000.000.000
1.068.996.566.394
5.199.894.585.961

849.354.836.958

6.049.249.422.919
15.701.872.562.921

*) tidak diaudit
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(dalam Rupiah)

KETERANGAN

31 Maret 2022 *

31 Maret 2021 *

31 Desember 2021

31 Desember 2020

PENDAPATAN USAHA

BEBAN POKOK PENJUALAN DAN
BEBAN LANGSUNG

LABA KOTOR

BEBAN USAHA
Penjualan

Umum dan administrasi
Jumlah Beban Usaha
LABA USAHA

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-
LAIN

Dampak modifikasi atas arus kas
liabilitas keuangan

Pendapatan bunga

Dampak pendiskontoan liabilitas
keuangan

Pendapatan dividen

Keuntungan (kerugian) kurs mata
uang asing - bersih

Keuntungan penjualan aset tetap

Keuntungan dari perubahan nilai
wajar investasi yang diukur
pada nilai wajar melalui laba
rugi

Keuntungan penjualan investasi
pada aset keuangan

Beban bunga

Komponen pendanaan  atas
liabilitas kontrak

Lain-lain — bersih

Beban Lain-lain — Bersih

EKUITAS PADA LABA (RUGI)
BERSIH ENTITAS ASOSIASI
DAN VENTURA BERSAMA

LABA SEBELUM PAJAK FINAL
DAN PAJAK PENGHASILAN

PAJAK FINAL

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
PENGHASILAN

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

PENGHASILAN (RUGI)
KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang tidak akan direklasifikasi
ke laba rugi:

Ekuitas pada pengukuran kembali
liabilitas imbalan pasti dari
entitas asosiasi dan ventura
bersama

Pengukuran kembali
imbalan pasti

Pajak sehubungan dengan pos
yang tidak akan direklasifikasi

JUMLAH PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN - BERSIH

liabilitas

562.471.791.243
352.339.053.760

210.132.737.483

12.170.489.893
67.147.005.188
79.317.495.081
130.815.242.402

7.879.068.048

331.334.209

13.315.768

42.449.806

(101.934.007.798)
(101.006.393.813)

(13.144.786.575)
(207.819.020.355)

(2.588.649.306)

(79.592.427.259)
(17.633.398.463)

(97.225.825.722)

(2.474.141.451)
(99.699.967.173)

3.861.799.377
(342.742.361)

3.519.057.016

550.609.573.742
293.511.192.747

257.098.380.995

12.221.796.619
71.554.033.901
83.775.830.520
173.322.550.475

9.494.228.539

1.898.983.457

274.700.000

11.809.673

(84.166.944.841)
(83.642.811.974)
5.361.383.602
(150.768.651.544)

678.663.071

23.232.562.002
(20.038.288.991)

3.194.273.011

(2.446.981.935)
747.291.076

1.139.073.354
(127.833.574)

1.011.239.780

2.628.631.841.339
1.600.788.881.515

1.027.842.959.824

55.009.436.136
306.940.714.744
361.950.150.880
665.892.808.944

60.098.028.192
36.263.294.722

34.178.303.860
4.997.831.320
616.373.037

573.365.636

144.038.177

(401.851.810.887)
(324.062.527.762)

(18.420.667.829)
(607.463.771.534)

(6.730.938.927)

51.698.098.483
(82.929.145.341)

(31.231.046.858)

1.181.863.900
(30.049.182.958)

273.771.534
15.447.197.515
(1.397.289.279)

14.323.679.770

2.891.388.396.351
1.710.614.118.438

1.180.774.277.913

54.181.833.620
348.202.650.377
402.384.483.997
778.389.793.916

52.063.605.976

2.987.832.120
1.049.005.644

514.656.907

326.090.520

349.668.769
(413.463.735.538)

(312.635.000.172)
21.874.545.802
(646.933.329.972)

(11.440.515.907)

120.015.948.037
(88.124.653.915)

31.891.294.122

37.070.946.947
68.962.241.069

168.173.904
45.394.939.503
(4.789.240.233)

40.773.873.174
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(dalam Rupiah)

KETERANGAN

31 Maret 2022 *

31 Maret 2021 *

31 Desember 2021

31 Desember 2020

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI)
KOMPREHENSIF

JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA:

Pemilik entitas induk

Kepentingan non-pengendali

JUMLAH PENGHASILAN
KOMPREHENSIF YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk

Kepentingan non-pengendali

(96.180.910.157)

(72.700.669.955)
(26.999.297.218)
(99.699.967.173)

(69.546.979.352)
(26.633.930.805)
(96.180.910.157)

1.758.530.856

3.248.471.354
(2.501.180.278)
747.291.076

4.136.383.981
(2.377.853.125)
1.758.530.856

(15.725.503.188)

12.185.982.160
(42.235.165.118)
(30.049.182.958)

25.048.196.278
(40.773.699.466)
(15.725.503.188)

109.736.114.243

76.766.474.625
(7.804.233.556)
68.962.241.069

113.986.758.599
(4.250.644.356)
109.736.114.243

LABA PER SAHAM DASAR (7) 0 1 7
*) tidak diaudit
RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 31 Desember
KETERANGAN 2022* 2021* 2021 2020
Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan Usaha 2,25% -33,71% -9,09% 5,66%
Beban pokok penjualan dan beban langsung 20,04% -39,19% -6,42% 6,60%
Laba kotor -18,27% -26,10% -12,95% 4,34%
Laba usaha -24,52% -26,23% -14,45% 28,97%
Laba sebelum penghasilan pajak -3143,75% -93,98% -197,93% -92,55%
Laba tahun berjalan -13441,52% -99,09% -143,75% -84,21%
Jumlah aset 3,83% 0,25% 4,84% 6,26%
Jumlah liabilitas 7,43% 0,15% 8,05% 27,97%
Jumlah ekuitas -2,06% 0,42% -0,28% -16,39%
Rasio Usaha (%)
Laba kotor / pendapatan usaha 37,36% 46,69% 39,01% 40,84%
Laba usaha / pendapatan usaha 23,26% 31,48% 28,29% 26,92%
Laba tahun Berjalan / pendapatan usaha -17,73% 0,14% -1,14% 2,39%
Rasio Profitabilitas (%)
Laba tahun berjalan terhadap ekuitas (ROE) -1,68% 0,01% -0,50% 1,14%
Laba tahun berjalan terhadap aset (ROA) -0,60% 0,00% -0,18% 0,45%
Rasio Keuangan (%)
Aset / Liabilitas 155,62% 161,01% 157,84% 162,67%
Liabilitas / Ekuitas 179,78% 163,89% 172,90% 159,57%
Interest Coverage Ratio (ICR) (x) 1,56 2,41 1,95 2,17
Liabilitas / Aset 64,26% 62,11% 63,36% 61,47%
Interest Bearing Debt / Ekuitas 57,65% 61,40% 52,41% 65,61%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 2,97% 3,70% 14,44% 16,14%

*) tidak diaudit
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang
tidak diaudit untuk periode 31 Maret 2022 dan 2021 serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2021 dan 2020 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia serta telah diaudit oleh
KAP Mirawati Sensi Idris (anggota jaringan firma Moore Global Network Limited) berdasarkan standar audit yang
ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN

a. Aset

Posisi tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp16.579.811.687.313, meningkat sebesar

Rp118.026.949.678 atau setara dengan 0,72% dari sebesar Rp16.461.784.737.635 pada 31 Desember 2021.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh :

- Penurunan Kas dan setera kas sebesar Rp. 303.388.899.906 yang terutama karena pembayaran ke kontraktor
di proyek Batang Industrial Estate, South Quarter tahap 2, Duo, Tiera dan 57 Promenade

- Peningkatan Piutang usaha senilai Rp. 62.474.485.927 yang merupakan terutama berasal dari peningkatan
piutang usaha dari proyek Batang Indsutrial Estate , Spazio Tower dan Graha Natura .

- Peningkatan Piutang lain-lain senilai Rp. 193. 143.012.910 yang terutama merupakan piutang pemegangsaha
PT Raharja Mitra Familia, entitas anak

- Peningkatan aset keuangan lainnya sebesar Rp. 86.809.043.716. Akun ini merupakan dana yang dibatasi
penggunaaannya sehubungan dengan pencairan KPR konsumen.

Jumlah aset lancar Perseroan pada 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp6.839.515.186.796, meningkat sebesar
Rp170.696.818.557 atau setara dengan 2,56% dari sebesar Rp6.668.818.368.239 pada 31 Desember 2021.
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan di piutang usaha dan asset keuangan lainnya.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp9.740.296.500.517, menurun sebesar
Rp52.669.868.879 atau setara dengan 0,54% dari sebesar Rp9.792.966.369.396 pada 31 Desember 2021.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan atas property investasi dan aset tetap.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.461.784.737.635, meningkat sebesar

Rp759.912.174.714 atau setara dengan 4,84% dari sebesar Rp15.701.872.562.921 pada 31 Desember 2020.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh :

- Peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp. 635.077.483.595 yang Sebagian besar merupakan dampak atas
penerimaan konsumen proyek 57 Promenade

- Peningkatan aset keuangan lainnya sebesar Rp. 103.703.915.466. Akun ini merupakan dana yang dibatasi
penggunaannya sehubungan dengan pencairan KPR konsumen

Jumlah aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.668.818.368.239, meningkat sebesar
Rp2.151.155.316.848 atau setara dengan 47,62% dari sebesar 4.517.663.051.391 pada 31 Desember 2020.
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.792.966.369.396, menurun sebesar

Rp1.391.243.142.134 atau setara dengan 12,44% dari sebesar Rp11.184.209.511.530 pada 31 Desember 2020.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan persediaan tidak lancar.
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b. Liabilitas

Posisi tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp10.653.718.677.739, meningkat sebesar
Rp224.082.859.835 atau setara dengan 2,15% dari sebesar Rp10.429.635.817.904 pada 31 Desember 2021.
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas kontrak yang merupakan uang muka dari
konsumen yang unitnya belum diserah terimakan.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp6.687.810.615.124, meningkat
sebesar Rp198.563.022.251 atau setara dengan 3,06% dari sebesar Rp6.489.247.592.873 pada 31 Desember 2021.
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas kontrak jangka pendek.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp3.965.908.062.615, meningkat
sebesar Rp25.519.837.584 atau setara dengan 0,65% dari sebesar Rp3.940.388.225.031 pada 31 Desember 2021.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas kontrak jangka Panjang.

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.429.635.817.904, meningkat sebesar
Rp777.012.677.902 atau setara dengan 8,05% dari sebesar Rp9.652.623.140.002 pada 31 Desember 2020.
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas kontrak yang merupakan uang muka dari
konsumen yang unitnya belum diserah terimakan.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2